ANALISIS USAHA PREVENTIF DAN KOREKTIF KESALAHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN (SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SLEMAN TAHUN 2007-2011 by Widyaningrum Arifiningtyas, Tyas
ANALISIS USAHA PREVENTIF DAN KOREKTIF
KESALAHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN
(SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN)
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SLEMAN
TAHUN 2007-2011
TUGAS AKHIR
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh








iANALISIS USAHA PREVENTIF DAN KOREKTIF
KESALAHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN
(SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN)
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SLEMAN
TAHUN 2007-2011
TUGAS AKHIR
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh












“Hidup adalah anugerah, di dalamnya penuh dengan kesempatan dan keajaiban”.
(Arifiningtiyas Widyaningrum)
“Ada dua hal penting dalam kehidupan yaitu mendapatkan apa yang kita inginkan
dan memelihara apa yang kita dapatkan”.
(Andrie Wongso)
“Sampaikan apapun keinginanmu pada yang Kuasa, dan percayalah bahwa Dia
akan selalu mengijinkan semesta menyusun ulang dirinya untuk kita ”.
(Inspired from The Secret)
Kupersembahkan karya kecilku ini untuk:
Bapak, Ibu dan Adikku tercinta yang selalu memberikan do’a dan dukungan,
Seluruh keluarga di rumah yang selalu memberikan do’a dan dukungan,
Sahabat-sahabat seperjuanganku yang berjuang bersama menyelesaikan TA ini,
dan
Almamaterku Universitas Negeri Yogyakarta.
vi
ABSTRAK
ANALISIS USAHA PREVENTIF DAN KOREKTIF
KESALAHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN
(SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN)





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tata cara pelaporan
SPT Tahunan pada KPP Pratama Sleman; (2) Tata cara pengelolaan SPT
Tahunan pada KPP Pratama Sleman; (3) Kesalahan-kesalahan pelaporan
SPT Tahunan pada KPP Pratama Sleman; (4) Usaha-usaha preventif
kesalahan pelaporan SPT Tahunan pada KPP Pratama Sleman; (5) Usaha-
usaha korektif kesalahan pelaporan SPT Tahunan pada KPP Pratama
Sleman.
Penelitian bersifat deskriptif. Populasi penelitian sebanyak 50
petugas di KPP Pratama Sleman dan sampel diambil sebanyak 10 petugas.
Teknik pengumpulan data melalui interview. Teknik analisis data yang
digunakan yaitu analisis deskriptif, melalui pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tata cara pelaporan SPT
Tahunan diawali dengan pengambilan SPT, penghitungan pajak dan
pengisian data, melengkapi lampiran, pemberian tanggal dan tanda tangan,
dan penyerahan SPT serta penerimaan tanda terima; (2) Tata cara
pengelolaan SPT Tahunan oleh petugas pajak diawali dengan penerimaan
dan pengumpulan SPT, perekaman berita acara dan pelaporan kepada Kasi
Pelayanan, perekaman LPAD dan detil SPT, dan pengawasan oleh Account
Representatif dan penyimpanan SPT; (3) Kesalahan yang terjadi dalam
pelaporan SPT meliputi kesalahan penulisan NPWP, pengisian data,
penghitungan pajak, SPT tidak lengkap, kesalahan penyetoran,
keterlambatan pelaporan, dan kesalahan lain dalam hal tidak memenuhi
peraturan dalam perpajakan; (4) Usaha preventif yang dilakukan yaitu
sosialisasi pajak, mendatangi asosiasi dan menyediakan meja konsultasi,
Exchange of Knowledge dan diklat pegawai pajak; (5) Usaha korektif yang
dilakukan dibagi menjadi pelaksanaan prosedur tindak lanjut dan
pengiriman surat tindak lanjut.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perpajakan merupakan sektor yang sangat penting dalam
perekonomian di Indonesia, karena merupakan sumber penerimaan terbesar
negara. Dalam pelaksanaannya, perpajakan melakukan pemungutan pada
rakyat yang telah memenuhi syarat menurut peraturan peraturan perundang-
undangan perpajakan, pengembalian atau kontraprestasi dari negara secara
tidak langsung, dan digunakan untuk fungsi budgetair dan fungsi regulerend.
Menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2009: 1) pajak adalah iuran rakyat
yang diberikan kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung
dapat ditunjuk dan digunakan untuk mencukupi dan membayar pengeluaran-
pengeluaran umum. Pengeluaran-pengeluaran umum inilah yang selanjutnya
merupakan pelaksanaan dari fungsi budgetair dan fungsi regulerend. Dalam
memenuhi fungsi budgetair pajak dikumpulkan sesuai dengan undang-undang
yang berlaku kemudian digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran rutin dan
pengeluaran pembangunan dan sisanya akan digunakan sebagai tabungan
pemerintah untuk investasi pemerintah apabila terdapat kelebihan dana atau
surplus. Lebih lanjut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2009: 1) menyatakan
bahwa pajak juga memiliki fungsi regulerend, dalam hal ini uang pajak
digunakan untuk membiayai kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial
dan ekonomi di luar pengeluaran rutin.
2Pajak digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur, kesehatan,
pendidikan, dan perbaikan serta penambahan pelayanan publik. Nightingale
(Wirawan B. Ilyas dan Rudi Suhartono, 2012: 1-2) menyatakan pajak sebagai
iuran wajib yang ditetapkan dengan kebijakan pemerintah dan Wajib Pajak
dalam hal ini tidak memperoleh kontraprestasi langsung, namun mendapat
manfaat yang diberikan oleh pemerintah yang menjamin adanya kehidupan
yang relatif aman, penjaminan kesejahteraan, dan pendidikan. Sebagaimana
telah diuraikan oleh Nightingale bahwa pajak dinyatakan sebagai “A
Compulsory contribution, imposed by Government, and while tax payers many
receive nothing identifiable in return for their contribution, they nevertheless
have the benefit of living in a relative by educated, healthy and save society”
(Wirawan B. Ilyas dan Rudi Suhartono, 2012: 1-2).
Kemandirian suatu bangsa yang  dapat dilihat dari kemampuan negara
dalam pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pajak. Bagi negara pajak
dianggap sebagai penerimaan strategis untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran negara dan sekaligus sebagai kebersamaan sosial (asas gotong
royong) sehingga dapat ikut menanggung pembiayaan negara (Wirawan B.
Ilyas dan Rudi Suhartono, 2012: 2). Pajak juga dianggap sebagai prestasi
kepada pemerinah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat
dipaksakan, yang tidak bisa dirasakan kontraprestasi yang dapat ditunjukkan
dalam hal yang bersifat individual atau perorangan, dalam hal ini digunakan
3untuk membiayai pemerintah dalam mengatur negaranya (Erly Suandy, 9:
2008).
Melalui pajak negara dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk
rakyatnya, sehingga pembayaran pajak inilah yang dapat digunakan untuk
meningkatkan taraf kehidupan generasi yang akan datang. Dengan kata lain
kemajuan suatu bangsa amat ditentukan melalui kesadaran memahami dan
membayar pajak dengan benar (Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2007:
9).
Pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah dan harus selalu
dipertahankan eksistensinya. Sebagai upaya mempertahankan keberadaan
pajak tersebut, Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi lembaga pengelola
pajak, telah melaksanakan modernisasi administrasi perpajakan secara
menyeluruh. Selain usaha untuk mempertahankan keberadaan pajak tersebut,
hal yang terpenting adalah kesadaran dan peran serta wajib pajak dalam
melakukan kewajiban pajaknya.
Sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1983, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari official
assessment system menjadi self assessment system. Self assessment system
dalam pemungutan pajak memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk
menentukan besarnya pajak terutang. Sebagaimana dinyatakan oleh Erly
Suandy (2008: 147) bahwa dalam sistem self assessment system, Wajib Pajak
4harus melakukan penghitungan dan memperhitungkan sendiri, membayar dan
melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak atau
Kantor Penyuluhan Pajak. Dalam administrasinya, Wajib Pajak melakukan
pembayaran pajak menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan pelaporan
menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT inilah yang menjadi
penghubung antara Wajib Pajak dengan pejabat pajak yang bertugas
mengelola pajak pusat dan daerah dalam rangka penegakan hukum pajak
dalam hal pelaporan jumlah pajak terutang yang dimiliki Wajib Pajak (Djafar
Saidi, 2011: 161)
Kelemahan self assessment system yang memberikan kepercayaan
kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan
melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai
dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Wajib Pajak sengaja
tidak patuh, kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah atau kombinasi
keduanya, sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk melaksanakan
kewajiban membayar pajak. Walaupun masih terdapat Wajib Pajak yang
malas atau enggan untuk berurusan dengan masalah perpajakan, namun telah
banyak warga negara yang telah memiliki kesadaran untuk memenuhi
kewajibannya dalam hal perpajakan.
Fenomena yang berkembang dalam masyarakat menunjukan bahwa
Wajib Pajak sudah membayar pajak, tetapi masih timbul kebingungan para
Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut
menyebabkan masih adanya kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak baik
5dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan dengan
Surat Pemberitahuan (SPT).
Kesalahan dapat dilakukan dengan ketidaksengajaan atau human error
maupun karena faktor kesengajaan oleh Wajib Pajak sendiri dalam
melaporkan pajaknya yang terutang. Salah satu hal yang dapat mencegah dan
mengatasi kesalahan dalam pelaporan pajak dengan Surat Pemberitahuan
(SPT) yaitu peran serta Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kantor Pelayanan
Pajak yang melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi mulai dari
pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan dan
berfungsi menciptakan administrasi perpajakan yang baik dengan tujuan untuk
mempermudah pengawasan dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Dalam hal
ini dibutuhkan usaha yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk
mencegah dan mengatasi adanya kesalahan pelaporan pajak dengan
mempergunakan SPT Tahunan.
Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik mengambil penelitian
dengan judul yang berkaitan dengan permasalahan di atas, yaitu: “Analisis
Usaha Preventif dan Korektif Kesalahan Pelaporan Surat Pemberitahuan
Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman”.
6B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka
beberapa permasalahan yang dapat disimpulkan yaitu:
1. Kelemahan self assessment system yang memberikan kebebasan kepada
Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri
pajak terutang yang sering disalahgunakan.
2. Kurangnya kesadaran pelaksanaan kewajiban perpajakan.
3. Kesalahan Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan dan
membayarkan pajak terutang.
4. Kesalahan Wajib Pajak dalam melaporkan pajak dengan Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
C. Pembatasan Masalah
Terkait dengan luasnya lingkup, permasalahan dan waktu serta
keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan berkaitan dengan usaha preventif
dan penanganan kesalahan pelaporan dan pengelolaan pajak, maka penelitian
dilakukan dengan membatasi hal-hal sebagai berikut:
1. Kesalahan Wajib Pajak dalam pelaporan pajak dengan Surat Pemberitahuan
(SPT) Tahunan.
2. Usaha yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak untuk mencegah dan
mengatasi kesalahan pelaporan SPT Tahunan.
7D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan
pembatasan masalah, perumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana tata cara pelaporan SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama (KPP) Sleman tahun 2007-2011?
2. Bagaimana tata cara pengelolaan SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama (KPP) Sleman tahun 2007-2011?
3. Apa saja kesalahan pelaporan SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama (KPP) Sleman tahun 2007-2011?
4. Apa saja usaha preventif kesalahan pelaporan SPT Tahunan pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Sleman tahun 2007-2011?
5. Apa saja usaha korektif kesalahan pelaporan SPT Tahunan pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Sleman tahun 2007-2011?
E. Tujuan Tugas Akhir
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, tujuan dari
tugas akhir disimpulkan sebagai berikut:
1. Mengetahui tata cara pelaporan SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama (KPP) Sleman tahun 2007-2011.
2. Mengetahui tata cara pengelolaan SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama (KPP) Sleman tahun 2007-2011.
83. Mengetahui kesalahan-kesalahan pelaporan SPT Tahunan pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Sleman tahun 2007-2011.
4. Mengetahui usaha-usaha preventif kesalahan pelaporan SPT Tahunan pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Sleman tahun 2007-2011.
5. Mengetahui usaha-usaha korektif kesalahan pelaporan SPT Tahunan pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Sleman tahun 2007-2011.
F. Manfaat Tugas Akhir
1. Manfaat Akademis
a. Bagi Penulis
1) Mengembangkan dan membandingkan ilmu pengetahuan yang
diperoleh penulis selama dibangku kuliah dengan praktik di tempat
kerja.
2) Memberikan tambahan referensi terhadap perkembangan ilmu
akuntansi selanjutnya, terutama mata kuliah perpajakan,
3) Melatih keterampilan penulis sebagai bekal menghadapi dunia kerja
secara nyata.
b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
1) Menjadi suatu bahan masukan untuk mengetahui kesalahan yang
sering terjadi dan usaha-usaha yang menjadi prioritas dalam
mencegah dan menangani kesalahan dalam pelaporan dan
pengelolaan pajak melalui SPT Tahunan,
92) Memberikan saran agar Kantor Pelayanan Pajak selalu dapat
memperbaiki pelayanan.
2. Manfaat Praktis
a. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dalam
menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan serta
mengelolaa SPT  Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Sleman,
b. Menjadi bahan evaluasi atau membandingkan antara teori yang





1. Self Assessment System
Sebelum membahas tentang Surat Pemberitahuan, akan dibahas
terlebih dahulu mengenai sistem pemungutan pajak yang berlaku di
Indonesia saat ini yaitu self assessment system. Kewajiban Wajib Pajak
untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak
untuk Wajib Pajak sendiri, melalui sarana Surat Pemberitahuan, timbul sejak
berlakunya self assessment system. Menurut Mohammad Zain (2008: 112)
sistem pemungutan yang dianut Indonesia saat ini adalah self assessment
system atau diartikan sebagai sistem menetapkan sendiri. Beberapa hal yang
harus diketahui tentang self assessment system yaitu:
a. Pengertian Self Assessment System
Berikut ini beberapa pengertian self assessment system yang
diambil dari beberapa buku. Salah satunya menurut Carl S. Shoup
(Mohammad Zain, 2008, 112) yang menyatakan bahwa sistem self
assessment adalah tipe ke-6 dari tipe administrasi perpajakan yang
selanjutnya mengungkapkan pula bahwa tipe administrasi perpajakan
banyak ditentukan oleh bentuk kerja sama atau tingkat partisipasi
wajib pajak atau pemotong/pemungut pajak dan respon Wajib Pajak
terhadap pengenaan pajak tersebut. Dalam tipe ke-6 ini Wajib Pajak
mendapat beban yang berat, karena wajib pajak harus melaporkan
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semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuannya,
menghitung, mengkalkulasi, melunasi/mengangsur jumlah pajak yang
terutang.
Menurut Mardiasmo (2009: 7) self assessment system
merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang dapat dilihat adanya
pemberian wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri
besarnya pajak yang terutang. Lebih lanjut dijelaskan oleh Djafar Saidi
(2011: 189) bahwa sistem self assessment memberikan hak kepada
Wajib Pajak yang tidak boleh ada campur tangan dari pejabat pajak,
selain pelayanan yang diberikan untuk melaksanakan haknya tersebut.
Pernyataan lain disampaikan oleh Waluyo (2010: 17) bahwa self
assessment system merupakan pemungutan pajak yang dapat dilihat
adanya pemberian wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk
menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri
besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri.
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa self
assessment system merupakan penyerahan wewenang dari pejabat
pajak kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan,
menyetor, dan melapor pajak terutang oleh Wajib Pajak sendiri atas
penghasilan yang dihitung dengan SPT sebagai pajak terutang.
Penyerahan wewenang inilah yang memberi kebebasan sekaligus
kewajiban kepada Wajib Pajak untuk dapat melaporkan sendiri
pajaknya melalui sarana Surat Pemberitahuan.
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b. Ciri atau Corak Self Assessment System
Self assessment system memiliki beberapa karakteristik yang
membedakannya dari sistem pemungutan lain. Menurut Mardiasmo
(2009: 7) ciri-ciri yang dimiliki sistem ini yaitu:
1) Adanya wewenang dalam penentuan besarnya pajak terutang pada
Wajib Pajak sendiri.
2) Wajib pajak bersifat aktif yaitu menghitung, memperhitungkan,
menyetor dan melapor sendiri pajak yang terutang.
3) Dalam penghitungan pajak yang terutang fiskus hanya mengawasi
pelaksanaannya tanpa melakukan intervensi.
Berdasarkan ciri-ciri di atas, dapat disimpulkan bahwa Wajib
Pajak diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengurus masalah
pajaknya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Namun tidak menutup kemungkinan bagi Wajib Pajak yang kesulitan
dalam mengurus pajaknya tersebut, sehingga dibutuhkan pelayanan
yang baik dan benar dari para pegawai pajak.
c. Menghitung dan Memperhitungkan Pajak dalam Self Assessment
System
Dalam hak dan kewajiban Wajib Pajak yang mengurus
pajaknya, ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melapor. Menurut Mohammad Zain
(2008: 114) menghitung dalam hal ini adalah menghitung besarnya
pajak yang terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak,
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caranya dengan mengalikan tarif pajak dengan penghasilan kena pajak.
Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang
tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang
dikenal sebagai kredit pajak. Selanjutnya dalam perhitungan tersebut,
akan terhitung selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak .
Selisih tersebut dapat berupa kurang bayar, lebih bayar dan nihil,
dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:
a) Kurang Bayar
Selisih kurang bayar terjadi karena jumlah pajak yang
terutang lebih besar dari kredit pajak yang dihitung. Pembayaran
yang kurang ini harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal dua
puluh lima bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun
pajak berakhir sebelum Surat Pemberitahuan disampaikan.
b) Lebih Bayar
Kelebihan bayar terjadi karena jumlah pajak yang terutang
lebih kecil dari kredit pajak. Selanjutnya Wajib Pajak dapat
meminta restitusi atau dilakukan kompensasi dengan pajak-pajak
yang belum atau akan dilunasi.
c) Nihil
Nihil artinya tidak ada selisih kurang bayar atau lebih
bayar, hal tersebut terjadi karena jumlah pajak terutang dan kredit
pajak seimbang atau sama besar.
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d. Bagan Self Assessment System
Dalam self assessment system terdapat beberapa hal yang harus
diperhatikan dalam pelaksanaannya. Untuk memperjelas pelaksanaan
self assessment system akan disajikan dengan bagan (Mohammad Zain,
2008: 114) sebagai berikut:
Gambar 1. Bagan Self Assessment System
Sumber : Mohammad Zain (2008: 112)
Self Assessment
























Setelah memahami self assessment system yang memberikan
wewenang kepada Wajib Pajak untuk menyelesaikan urusan perpajakannya
masing-masing, masalah selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai
Surat Pemberitahuan. Hal tersebut dikarenakan Surat Pemberitahuan inilah
yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai sarana pelaporan pajak dan
menjadi sarana administrasi bagi pegawai pajak dalam melakukan
pengelolaan pajak.
a. Pengertian Surat Pemberitahuan
Salah satu kewajiban dari Wajib Pajak adalah melaporkan
pajaknya yang terutang. Sarana yang digunakan untuk melaporkan pajak
tersebut adalah Surat Pemberitahuan (SPT). SPT ini berbentuk formulir
yang dapat dengan mudah diperoleh Wajib Pajak di Kantor Pelayanan
Pajak. Sebelum membahas Surat Pemberitahuan lebih detail diperlukan
suatu pemahaman mengenai pengertian Surat Pemberitahuan. Ada
beberapa pengertian dari Surat Pemberitahuan yang pada dasarnya
memiliki inti definisi yang sama. Untuk dapat memudahkan dalam
pemahaman mengenai Surat Pemberitahuan, diuraikan beberapa
pengertian Surat Pemberitahuan.
Sebelumnya telah dijelaskan dalam pasal 1 angka 11 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Waluyo, 2010: 31) menyebutkan bahwa “pengertian Surat
Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
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melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau
harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan”.
Menurut Mardiasmo (1997: 23) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan dalam melaporkan perhitungan
dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Pernyataan lain diungkapkan oleh Djafar
Saidi (2011: 161-162), bahwa Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh
Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dalam
hal ini tidak semua jenis pajak yang berlaku boleh menggunakan surat
pemberitahuan, tergantung dari jenis pajak itu sendiri, baik pajak pusat
maupun daerah.
Menurut Erly Suandy (2008: 157), Surat Pemberitahuan adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak
dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa SPT Tahunan adalah
SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Pernyataan yang
sama diungkapkan oleh Mardiasmo (2009: 29) bahwa Surat
Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak
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dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya
pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) dinyatakan oleh Siti Kurnia Rahayu
dan Ely Suhayati (2010: 43) sebagai dokumen yang menjadi alat kerja
sama antara Wajib Pajak dengan administrasi pajak, yang memuat data-
data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang
terutang.
Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan pengertian
Surat Pemberitahuan adalah surat yang berbentuk formulir yang digunakan
oleh Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, mencatat dan
melaporkan atas pembayaran dan perhitungan atas pajak yang terutang,
objek pajak, bukan objek pajak, harta dan kewajiban yang diatur dalam
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya pengaturan
SPT dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan pelaksanaan pada tingkat di
bawahnya seperti Peraturan Menteri Keuangan.
b. Fungsi Surat Pemberitahuan
Secara umum Surat Pemberitahuan berfungsi sebagai sarana untuk
melaporkan perhitungan pajak yang terutang. Ada beberapa fungsi Surat
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Pemberitahuan, menurut Erly Suandy (2008: 158-159) fungsi Surat
Pemberitahuan Pajak bagi Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, maupun
bagi pemotong atau pemungut pajak yaitu:
1) Bagi Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan digunakan sebagai sarana
untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan
jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang:
a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan
sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak
lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
b) Penghasilan Wajib Pajak yang merupakan objek pajak
misalnya gaji, imbalan dan sebagainya dan/atau bukan objek
pajak yang dilaporkan untuk kelengkapan administrasi;
c) Harta dan kewajiban. Keseluruhan harta atau kekayaan yang
dimiliki Wajib Pajak pada akhir tahun antara lain rumah,
kendaraan, tanah, dan jenis harta lain yang dimiliki wajib untuk
dilaporkan dalam SPT. Selain itu, apabila Wajib Pajak
mempunyai sejumlah hutang atau kewajiban yang masih
dimiliki Wajib Pajak pada akhir tahun juga harus dilaporkan.
d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan
atau pemungutan pajak Orang Pribadi atau Badan lain dalam 1
(satu) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku.
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2) Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan digunakan
sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan
tentang:
a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan
sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain
dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3) Bagi pemotong atau pemungut pajak,
Pemotong atau pemungut pajak juga memiliki kewajiban
untuk melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungutnya
menggunakan Surat Pemberitahuan sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku. Bagi pemotong/pemungut
pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sarana untuk melaporkan
dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut
dan disetorkannya.
Sedangkan menurut (Siti Resmi, 2007: 40) Surat Pemberitahuan
mempunyai beberapa fungsi yang terdiri dari:
a) Surat Pemberitahuan digunakan oleh Wajib Pajak sebagai sarana
untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan
jumlah pajak yang terutang.
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b) Surat Pemberitahuan berfungsi sebagai pelaporan pembayaran atau
pelunasan pajak, baik yang dilakukan oleh Wajib Pajak, maupun
melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan
oleh pihak ketiga.
c) Surat Pemberitahuan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan
harta dan kewajiban serta pembayaran dari pemotong atau
pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak yang telah
dilakukan.
Setelah diuraikan di atas mengenai fungsi surat
pemberitahuan, dapat diringkas bahwa Surat Pemberitahuan
berfungsi sebagai sarana  administrasi yang digunakan oleh Wajib
Pajak, Pengusaha Kena Pajak maupun pemotong/pemungut pajak
untuk melaporkan pajak yang terutang.
c. Jenis dan Bentuk Surat Pemberitahuan
Surat Pemberitahuan terdiri dari berbagai jenis yang dibedakan
sesuai dengan jangka waktunya (SPT Tahunan dan SPT Masa) dan subjek
pajaknya (Orang Pribadi atau Badan). Berdasarkan jangka waktunya Surat
Pemberitahuan dibedakan menjadi dua macam, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Nomor 181/PMK.03/2007 (Waluyo, 2010: 33) meliputi:
1) SPT Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu SPT untuk suatu Tahun Pajak
atau Bagian Tahun Pajak. SPT ini digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan kewajiban pajak setiap tahunnya.
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2) SPT Masa, yaitu SPT untuk suatu Masa Pajak yang terdiri atas
beberapa jenis SPT, yaitu SPT Masa untuk Pajak Penghasilan, SPT
Masa Pajak Pertambahan Nilai dan SPT Masa Pajak Pertambahan
Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
Dalam kajian teori ini, pembahasan akan lebih dititikberatkan pada
SPT Tahunan. Sebelumnya ada beberapa hal yang harus dipahami terlebih
dahulu mengenai periode pajak yang antara lain terdiri dari Masa Pajak
dan Tahun Pajak (Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein, 2005:
48). Di bawah ini diterangkan lebih rinci, bahwa:
(1) Masa Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan
takwim, atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan yang dihitung paling lama 3 (tiga) bulan takwim.
(2) Tahun Pajak diperhitungkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
takwim, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak
sama dengan tahun takwim.
Setelah mengetahui pengertian Tahun Pajak, yang merupakan
periode waktu 1 (satu) tahun takwim, kecuali bila wajib pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Dapat
disimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat
Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak. Hal
tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh Erly Suandy (2008: 157),
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah SPT untuk suatu tahun pajak
atau bagian tahun pajak.
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Selanjutnya SPT Tahunan dijabarkan menjadi dua jenis
berdasarkan subjek pajaknya yaitu SPT Tahunan Wajib Pajak
Perseorangan dan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. Menurut Achmad
Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein (2005: 48), SPT Tahunan
dibedakan menjadi:
1) SPT Tahunan Wajib Pajak Perseorangan
a) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770)
Formulir Surat Pemberitahuan ini, digunakan untuk melaporkan
pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang
mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang
menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan
penghasilan neto, penghasilan tersebut berasal dari satu atau
pemberi kerja, penghasilan ini dikenakan PPh Final dan/atau
bersifat final dan penghasilan lain.
b) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 S)
Surat Pemberitahuan ini digunakan untuk melaporkan penghasilan
dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang berasal dari satu atau lebih
pemberi kerja, berasal dari dalam negeri lainnya, dan penghasilan
yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final.
c) SPT Tahunan PPh Pasal 21 (Formulir 1721)
Surat Pemberitahuan ini digunakan untuk melaporkan penghasilan
Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan pemotongan PPh
Pasal 21.
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2) SPT Tahunan Wajib Pajak Badan
a) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771),
merupakan Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk
melaporkan kewajiban pajak dari Wajib Pajak Badan.
b) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771$), yang
diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris
dan mata uang Dolar Amerika Serikat
c) SPT Tahunan PPh Pasal 21 (Formulir 1721), digunakan untuk
melaporkan penghasilan Wajib Pajak Badan yang merupakan
pemotongan PPh Pasal 21.
Berdasarkan buku panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (2011: 37), SPT Tahunan
yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan ada beberapa jenis yaitu:
a) Badan
SPT Tahunan untuk Badan digunakan dalam pelaporan
pajak terutang oleh Wajib Pajak Badan. Formulir SPT Tahunan
untuk Wajib Pajak Badan terdiri dari Formulir 1771 dan 1771$
b) Orang Pribadi
SPT Tahunan untuk Orang Pribadi digunakan dalam
pelaporan pajak terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Formulir
ini terdiri dari Formulir 1770, 1770 S, dan 1770 SS.
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Selain itu Surat Pemberitahuan juga memiliki beberapa bentuk.
Bentuk dari SPT ini berupa fisik dan nonfisik, yaitu dapat berupa:
a) Formulir kertas (hardcopy); atau
Formulir kertas ini merupakan bentuk Surat Pemberitahuan
yang berupa lembaran kertas/formulir (hardcopy). SPT ini dapat
diambil di Kantor Pelayanan Pajak.
b) e-SPT
SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh
Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan
Direktorat Jenderal Pajak.
e. Isi Surat Pemberitahuan
Di dalam Surat Pemberitahuan yang merupakan formulir yang
digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan melaporkan
pajaknya yang terutang. Surat Pemberitahuan terdiri dari SPT Induk
dan lampirannya sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Data
dasar (formal) SPT paling sedikit memuat (Waluyo, 2010: 33):
1) Nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat
Wajib Pajak;
Di dalam Surat Pemberitahuan terdapat form yang memuat
nama Wajib Pajak yang harus diisi dengan nama yang tercantum
dalam kartu NPWP yang dimiliki Wajib Pajak. Selain itu memuat
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang ditulis berdasarkan
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NPWP yang tercatat pada kartu NPWP serta alamat Wajib Pajak
harus dicantumkan dalam SPT.
2) Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang
bersangkutan;
Setelah mengisi data Wajib Pajak, selanjutnya adalah data
mengenai Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang
bersangkutan. Data tersebut penting untuk memberikan informasi
mengenai waktu pelaporan pajak.
3) Tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.
Setelah data-data diisi lengkap, langkah terakhir yang harus
dilakukan oleh Wajib Pajak adalah membubuhkan tanda tangan.
Tanda tangan ini merupakan bukti validasi dari Wajib Pajak atas
SPT tersebut.
Selain data dasar (data formal), juga terdapat data materiil  yang
merupakan data yang sifatnya lebih khusus. Data ini khusus
menjelaskan mengenai data yang berupa angka/nominal Wajib Pajak.
Hal-hal yang harus ada dalam SPT Tahunan (Waluyo, 2010: 33) yaitu:
a) Jumlah peredaran usaha.
Peredaran usaha yang dimaksud adalah jumlah penghasilan
yang diterima oleh Wajib Pajak dari kegiatan usahanya. Data ini
perlu untuk dicantumkan untuk dapat mengetahui perkembangan
atau perubahan yang terjadi pada penghasilan yang diperoleh
Wajib Pajak.
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b) Jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan
Objek Pajak.
Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dalam suatu
periode wajib dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan untuk
dapat melakukan penghitungan pajak yang terutang. Selain
penghasilan yang merupakan objek pajak, penghasilan bukan
objek juga perlu untuk dicantumkan untuk kelengkapan
administrasi, walaupun tidak berpengaruh dalam perhitungan
pajak terutang.
c) Jumlah Penghasilan Kena Pajak.
Setelah memperhitungkan penghasilan yang diperoleh,
maka selanjutnya dilakukan perhitungan Penghasilan Kena Pajak.
Penghasilan Kena Pajak merupakan jumlah penghasilan yang telah
dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
d) Jumlah pajak yang terutang.
Pajak yang terutang diperoleh setelah memperhitungkan
jumlah penghasilan kena pajak. Setelah memperhitungkan
penghasilan kena pajak, maka jumlah pajak terutang dihitung
dengan tarif PPh yang berlaku sesuai peraturan perundang-
undangan.
e) Jumlah kredit pajak.
Kredit pajak diperoleh dari perhitungan pajak yang
terutang, yang kemudian diperhitungkan untuk suatu masa pajak.
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Data ini penting untuk mengetahui berapa jumlah pembayaran
pajak yang harus disetor Wajib Pajak.
f) Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
Dalam perhitungan pajak yang terutang terkadang terjadi
kekurangan atau kelebihan dari pajak tersebut. Data ini diisi
dengan memberi tanda silang (X) pada pilihan kurang bayar
ataupun lebih bayar.
g) Jumlah harta dan kewajiban.
Jumlah harta dan kewajiban juga wajib untuk disertakan
dalam pengisian SPT. Jumlah harta dapat dihitung dengan
menjumlahkan kekayaan yang dimiliki Wajib Pajak, seperti:
rumah, kendaraan, tanah, perhiasan dan sebagainya yang ada pada
akhir tahun. Selain itu, jika pada akhir tahun Wajib Pajak memiliki
kewajiban, maka informasi ini juga harus dicantumkan untuk
kelengkapan administrasi.
h) Tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29.
Informasi mengenai tanggal pembayaran juga penting. Hal
ini untuk mengetahui periode waktu pelaporan pajak oleh Wajib
Pajak.
i) Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.
Apabila terdapat data lain yang terkait dengan kegiatan
usaha Wajib Pajak, maka sebaiknya data tersebut ikut
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dicantumkan. Hal tersebut penting untuk mengetahui kemungkinan
adanya kegiatan saha lain yang dimiliki Wajib Pajak.
3. Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan
a. Tata Cara Pelaporan atau Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
Berdasarkan ketentuan Undang-Undanag Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan sebagaiman atelah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2009 (UU KUP), tata
cara pelaporan SPT Tahunan yaitu:
1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan
dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatanganinya.
2) SPT Tahunan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi
kuasa untuk menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa
khusus.
3) SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan apabila tidak
ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau
dokumen.
4) Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan ke
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau KP2KP atau dengan cara
mengunduh melalui website pajak yaitu www.pajak.go.id dan
menyampaikan paling lambat 3 bulan setelah Tahun Pajak berakhir.
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5) Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan secara langsung di
Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau
dikukuhkan atau penerimaan surat atau dengan cara lain.
6) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT
Tahunan harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan disampaikan.
7) Wajib Pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang ke kas
negara melalui kantor pos atau bank persepsi.
8) Wajib Pajak dapat mngangsur dan menunda pembayaran pajak,
termasuk kekurangan pajak.
9) Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT
Tahunan paling lama 2 bulan.
10) SPT Tahunan yang tidak disampaikan dalam jangka waktu yang
ditetapkan atau dalam waktu perpanjangan penyampaian SPT
Tahunan.
11) Setiap orang yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak
menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan
tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan
keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan
kerugian negara dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi
pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam kajian teori tata cara pelaporan SPT Tahunan tidak secara
klerikal dijelaskan secara rinci hal-hal yang dilakukan oleh Wajib
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Pajak.Untuk itu dalam tugas akhir ini, akan diteliti mengenai tata cara
pelaporan SPT Tahunan secara klerikal di Kantor Pelayanan Pajak.
Waluyo (2010: 34) menjelaskan dalam bukunya bahwa terhadap
SPT yang telah diisi selanjutnya Wajib Pajak menyampaikan SPT
Tahunan tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat dilakukan:
1) Penyampaian SPT Tahunan secara langsung;
Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dapat dilakukan secara
langsung. Penyampaian SPT Tahunan ini dilakukan oleh Wajib
Pajak dengan datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak.
Dalam hal ini, Wajib Pajak akan langsung menerima tanda terima
SPT Tahunan, sebagai bukti telah melaporkan SPT Tahunan.
2) Melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan juga dapat dilakukan
melalui pos atau melalui jasa pengiriman lain. SPT ini dikirim ke
Kantor Pelayanan Pajak melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
3) Penyampaian SPT Tahunan dilakukan dengan cara lain.
Selain dapat dilakukan dengan mendatangi secara langsung dan
melalui pos, penyampaian SPT Tahunan juga dapat dilakukan
dengan cara lain. Penyampaian SPT Tahunan cara lain dilakukan:
a) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir (perusahaan
yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa
pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman SPT
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Tahunan ke Direktorat Jenderal Pajak dengan bukti pengiriman
surat.
b) e-Filling melalui ASP (Application Service Provider).
ASP atau penyedia jasa aplikasi ini sebagai perusahaan
penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk dengan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat
menyalurkan penyampaian SPT Tahunan atau pemberitahuan
perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik ke Direktorat
Jenderal Pajak.
Lebih lanjut Waluyo (2010, 34-35) menyatakan bahwa setiap SPT
Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak diperlukan Tanda Penerimaan
Surat (tanda terima) atau bukti penerimaan SPT Tahunan, tetapi juga
mengikuti cara penyampaiannya. Terhadap SPT Tahunan yang disampaikan:
1) Secara langsung, akan diberikan Tanda Penerimaan Surat melalui
Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak,
2) Melalui pos dengan bukti pengiriman surat yang menjadi bukti
penerimaan SPT Tahunan,
3) Penyampaian SPT Tahunan dengan cara lain:
a) melalui perusahaan jasa dengan bukti pengiriman surat atau Tanda
Penerimaan Surat,
b) e-Filling dengan bukti penerimaan elektronik. Bukti penerimaan
elektronik ini adalah informasi yang meliputi nama, NPWP, tanggal,
jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (ATTE), dan Nomor
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Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama perusahaan penyedia
jasa aplikasi (ASP) yang tertera pada hasil cetakan SPT induk.
Penyampaian SPT Tahunan/e-SPT Tahunan tersebut disampaikan
dalam amplop tertutup dengan menuliskan Nama Wajib Pajak, NPWP,
Tahun Pajak, status SPT (dapat berupa Nihil/ Kurang Bayar/Lebih Bayar),
dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Setelah menyampaikan SPT
Tahunan tersebut, maka wajib pajak akan mendapat tanda terima sebagai
tanda bukti penerimaan SPT Tahunan/ e-SPT Tahunan yang diberikan
oleh Petugas Pajak.
Kantor Pajak akan melakukan penelitian paling lama 2 bulan
setelah SPT Tahunan diterima. Jika masih terdapat kesalahan dan/atau
ketidaklengkapan, maka petugas pajak akan mengirimkan Surat
Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan ke alamat yang sesuai dengan
alamat yang tercantum di kartu NPWP. Isi surat tersebut memberitahukan
bahwa SPT Tahunan tersebut masih salah dan/atau tidak lengkap.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan
Surat Permintaan Kelengkapan SPT, Wajib Pajak belum menyampaikan
kelengkapan SPT Tahunannya, maka Wajib Pajak akan dianggap belum
menyampaikan SPT Tahunan dan akan dikirimkan surat yang menyatakan
bahwa SPT dianggap tidak disampaikan. Hal ini berarti Wajib Pajak akan
dianggap sama sekali belum melaporkan SPT Tahunan.
Jika SPT Tahunan sudah dilaporkan dan benar, maka wajib pajak
tidak akan menerima pemberitahuan apapun. Untuk memastikan bahwa
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SPT Tahunan yang dilaporkan telah benar, maka Waijb Pajak dapat
mengambil Bukti Penerimaan Surat (BPS) dengan meminta langsung ke
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar.
b. Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan
Dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan apabila
Wajib Pajak  terlambat, terdapat perpanjangan waktu penyampaian SPT
Tahunan. Namun waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan
tersebut memiliki batas waktu yaitu:
Tabel 1. Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan
No. Jenis SPT Batas Waktu
Penyampaian
1 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas (1770)
Paling lama 3 (tiga)
bulan setelah akhir
Tahun Pajak
2 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang
tidak melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas (1770 S)
Paling lama 3 (tiga)
bulan setelah akhir
Tahun Pajak
3 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang
mempunyai penghasilan dari satu
pemberi kerja dengan penghasilan bruto
tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 setahun
(1770 SS)
Paling lama 3 (tiga)
bulan setelah akhir
Tahun Pajak
4 SPT Tahunan PPh Badan (1771) Paling lama 4 (empat)
bulan setelah akhir
Tahun Pajak
Sumber : Waluyo (2010: 39)
Apabila Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu
penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, maka Wajib Pajak dapat
memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara
menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan.
Pemberitahuan dibuat secara tertulis dan disampaikan ke Kantor
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Pelayanan Pajak sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir
dengan dilampiri beberapa lampiran sebagai berikut:
1) Penghitungan sementara pajak terutang dalam  1 (satu) Tahun Pajak
yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang.
2) Laporan Keuangan Sementara.
3) Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti pelunasan kekurangan
pembayaran pajak yang terutang.
Menurut Erly Suandi (2008: 166) perpanjangan waktu
penyampaian Surat Pemberitahuan adalah sebagai berikut:
a) Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan disampaikan dalam bentuk
formulir kertas atau dalam bentuk data elektronik.
b) Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dibuat secara tertulis dan
disampaikan ke Kantor Pelayanan Perpajakan sebelum batas waktu
penyampaian berakhir, dengan melampirkan:
1) Penghitungan sementara pajak terutang dalam satu tahun pajak
yang batas waktu penyampaiaannya diperpanjang.
2) Laporan keuangan sementara.
3) SSP sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak
terutang.
c) Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahuna Wajib Pajak ditandatangani
Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.
d) Jika ditandatangani kuasa, SPT Tahunan harus dilampiri surat kuasa
khusus.
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e) Penyampaian dapat dilakukan dengan cara:
1) Langsung.
2) Melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
3) Cara lain yaitu melalui jasa ekspedisi atau e-filling melalui
ASP.
f) Penyampaian pemberitahuan perpanjangan akan diberikan tanda
penerimaan surat atau bukti penerimaan elektronik.
g) Pemberitahuan perpanjangan yang tidak memenuhi ketentuan dianggap
bukan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan.
c. Dikecualikan dari Kewajiban Menyampaikan SPT Tahunan
Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT
yaitu Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang memenuhi kriteria dan
pengecualiannya (Waluyo, 2010: 36) yaitu sebagai berikut:
1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang dalam satu Tahun pajak menerima
atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak
Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang
Pajak Penghasilan (Waluyo, 2010: 36). Wajib Pajak ini dikecualikan
oleh kewajiban menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25
dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi; atau
2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha
atau tidak melakukan pekerjaan bebas. Wajib Pajak ini dikecualikan
dari kewajiban menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25.
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d. Penyampaian SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak yang Menyelenggarakan
Pembukuan dengan Bahasa Inggris dan Mata Uang Dolar
Terdapat Wajib Pajak yang memang diizinkan untuk
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan
satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Wajib Pajak tersebut wajib
menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa
laporan keuangan dan menggunakan satuan mata uang dolar Amerika
Serikat. Apabila terdapat bukti pembayaran atau pemotongan/pemungutan
Pajak Penghasilan Pasal 22 dan 23 dengan menggunakan satuan mata uang
rupiah yang akan dikreditkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Badan,
harus dikonversi ke dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan
menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan
yang berlaku pada tanggal pembayaran atau pemotongan/pemungutan
pajak tersebut. Menurut Waluyo (2010: 37) Wajib Pajak dianggap tidak
menyampaikan SPT apabila:
a) Surat Pemberitahuan Tahunan tidak ditandatangani.
b) Surat Pemberitahuan Tahunan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan
dan/atau dokumen.
c) Surat Pemberitahuan Tahunan yang menyatakan lebih bayar
disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak,
Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dan Wajib Pajak telah ditegur
secara tertulis.
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d) Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan setelah Direktur Jenderal
Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan
pajak.
e. Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Pelaporan dan Penyampaian SPT
Tahunan
Dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan terdapat beberapa hal
yang harus diperhatikan baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun
Wajib Pajak Badan yaitu:
1) Wajib Pajak Orang Pribadi
Hal-hal yang harus diperhatikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi
menurut Fidel (2010: 344-345) dalam melaporkan SPT Tahunan adalah
sebagai berikut:
a) SPT Tahunan diisi dan dilaporkan dengan benar, lengkap dan
jelas serta ditandatangani Wajib Pajak.
b) SPT Tahunan ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri atau orang
yang diberi kuasa (melampirkan Surat Kuasa Khusus).
c) SPT Tahunan dianggap tidak dilaporkan apabila tidak
ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan
dan/atau dokumen yang diperlukan (berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 dan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor kep-214/PJ./2001).
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d) SPT Tahunan diambil sendiri oleh Wajib Pajak, dan dilaporkan
paling lambat 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.
e) SPT Tahunan dilaporkan atau disampaikan melalui Kantor
Pos/perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal Pajak nomor Kep-518/PJ./2000 tanggal 4
Desember 2000.
f) SPT Tahunan yang kurang bayar harus dilunasi paling lambat
tanggal 25 bulan ketiga setelah Tahun Pajak berakhir.
g) Pembayaran pajak terutang melalui Kantor Pos dan Giro atau
bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran (Bank
Persepsi).
h) SPT Tahunan (PPh Pasal 29) yang diangsur dan terdapat
penundaan pembayaran dilakukan paling lama 12 (dua belas)
bulan oleh Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis
kepada Kepala KPP dan menggunakan formulir sesuai lampiran
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-325/PJ./2001.
i) SPT Tahunan dapat diperpanjang jangka waktu
pelaporan/penyampaiannya paling lama 6 (enam) bulan, dengan
mengajukan permohonan tertulis disertai Surat Pernyataan
mengenai perhitungan sementara besarnya pajak terutang dalam
1 (satu) tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan
pembayaran pajak menurut perhitungan sementara tersebut.
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j) SPT Tahunan yang tidak disampaikan dalam batas waktu
perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, maka Wajib Pajak
dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp
100.000,00 (seratus ribu rupiah).
k) SPT Tahunan yang tidak disampaikan dan/atau keterangan yang
isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat
menimbulkan kerugian negara, maka Wajib Pajak tersebut
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda
paling tinggi 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau
kurang bayar.
2) Wajib Pajak Badan
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU
KUP), Wajib Pajak Badan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut
(Fidel, 2010: 345-346):
a) SPT Tahunan harus diisi dan dilaporkan dengan benar, lengkap, jelas
dan ditandatangi oleh Wajib Pajak,
b) SPT Tahunan ditandatangani oleh pengurus, direksi, atau orang yang
diberi kuasa untuk menandatangani dengan lampiran Surat Kuasa
khusus,
c) SPT Tahunan dianggap tidak dilaporkan apabila tidak ditandatangani
atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang
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diperlukan (berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
534/KMK.04/2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
Kep-214/PJ./2001),
d) SPT Tahunan diambil sendiri oleh Wajib Pajak, dan dilaporkan
paling lambat 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak,
e) SPT Tahunan dilaporkan atau disampaikan melalui Kantor
Pos/perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-518/PJ./2000,
f) SPT Tahunan yang kurang bayar harus dilunasi sebelum SPT Pajak
Penghasilan disampaikan,
g) Pembayaran atau penyetoran pajak terutang melalui Kantor Pos atau
Bank Persepsi,
h) SPT Tahunan dapat diangsur atau dapat ditunda pembayarannya
paling lama 12 bulan dengan mengajukan permohonan tertulis dan
menggunakan formulir berdasarkan lampiran Keputusan Direktur
Jenderal Pajak,
i) SPT Tahunan dapat diperpanjang jangka waktu pembayarannya
paling lama 2 bulan dengan disertai perhitungan sementara pajak
terutang dalam 1 tahun pajak dan surat setoran pajak sebagai bukti
pelunasan kekurangan pajak yang terutang,
j) SPT Tahunan yang tidak disampaikan dalam jangka waktu yang
telah ditetapkan, maka Wajib Pajak tersebut dikenakan sanksi
administrasi berupa denda sebesar Rp 1.000.000,00,
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k) SPT Tahunan dengan pembukuan menggunakan Bahasa Inggris dan
mata uang Dolar Amerika Serikat dapat dilakukan setelah diizinkan
wajib untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Badan beserta
lampirannya dalam bahasa Indonesia (kecuali laporan keuangan) dan
dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (persetujuan ini diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 196/PMK.03/2007),
l) SPT Tahunan yang tidak disampaikan karena kealpaannya atau
dengan sengaja ataupun disampaikan dengan isi yang tidak benar
atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak
benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,
dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
f. Tempat Pengambilan Surat Pemberitahuan Tahunan
Dalam buku Erly Suandy (2008: 162) dijelaskan bahwa Wajib
Pajak sebagaimana harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan
Tahunan di tempat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tempat
pengambilan Surat Pemberitahuan adalah sebagai berikut:
1) Kantor Pelayanan Pajak;
2) Kantor Penyuluhan Pajak;
3) Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
4) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
5) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
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6) SPT berbentuk e-SPT dapat diambil langsung dengan cara
mengunduh format SPT atau aplikasi SPT Tahunan dari situs
Dirjen Pajak;
7) Mencetak/menggandakan/fotokopi sendiri dengan bentuk dan isi
yang sama dengan aslinya.
4. Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan
a. Kegiatan Pengelolaan SPT Tahunan
Setelah Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan, maka tahap
selanjutnya SPT Tahunan akan diterima dan dikelola oleh pegawai
pajak. Menurut Erly Suandy (2008: 162) pengolahan Surat
Pemberitahuan Tahunan meliputi kegiatan sebagai berikut:
1) Perusahaan Surat Pemberitahuan Tahunan yang bertujuan
memperoleh keyakinan bahwa Wajib Pajak telah menyampaikan
Surat Pemberitahuan dengan lengkap,
2) Editing Surat Pemberitahan Tahunan yang bertujuan membetulkan
salah tulis, salah hitung, salah penerapan Penghasilan Tidak Kena
Pajak, salah penerapan tarif, dan meneliti ketepatan penyampaian
Surat Pemberitahuan Tahunan, ketepatan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terutang, kelengkapan pengisian kolom-
kolom, serta mencocokkan angka-angka dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan Induk dengan angka-angka yang
tercantum dalam lampirannya untuk mempersiapkan perekaman,
43
3) Perekaman Surat Pemberitahuan Tahunan yang bertujuan
menyimpan data Surat Pemberitahuan Tahunan yang diperlukan
dalam Sistem Informasi Perpajakan.
b. Tata Cara Pengelolaan SPT Tahunan.
Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpuan secara lebih rinci
pengelolaan SPT Tahunan baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
maupun untuk Wajib Pajak Badan (Erly Suandy, 2008: 162), dapat
dirinci sebagai berikut:
1) Seksi pelayanan menerima berkas SPT Tahunan
2) Penilaian SPT Tahunan yang bertujuan memperoleh keyakinan
bahwa WP telah menyampaikan dengan lengkap
3) SPT Tahunan diteliti oleh petugas peneliti (ada tim peneliti yang
ditugaskan oleh notaris kepala kantor sehingga terbentuk jadwal
peneliti).
4) SPT Tahunan dikirim ke seksi PDI untuk dilakukan perekaman.
Selain itu dalam pengolahan SPT dibutuhkan adanya proses editing.
Proses mengedit bertujuan untuk:
a) membetulkan: salah tulis, salah hitung, salah penerapan PTKP,
dan salah penerapan tarif
b) meneliti ketepatan penyampaian SPT
c) meneliti ketepatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang
d) meneliti kelengkapan pengisian kolom-kolom SPT
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e) mencocokkan angka-angka dalam SPT induk dengan angka-
angka yang tercantum dalam lampirannya untuk
mempersiapkan perekaman. Perekaman SPT yang bertujuan
untuk menyimpan data SPT yang diperlukan dalam sistem
informasi perpajakan.
5. Usaha Preventif dan Korektif Kesalahan Pelaporan SPT Tahunan
Tugas Akhir ini berjudul “Analisis Usaha Preventif Dan Korektif
Kesalahan Pelaporan dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan”.
Judul tersebut dapat diuraikan menjadi beberapa kata yaitu: analisis,
usaha, preventif, korektif, kesalahan, pelaporan dan Surat Pemberitahuan
(SPT) Tahunan. Di bawah ini akan dijelaskan arti dari kata-kata tersebut.
Kata pertama yaitu analisis, dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 58) berarti
penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk
mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk
perkaranya, dsb); atau menyebutkan analisis sebagai penjabaran sesudah
dikaji sebaik-baiknya. Kata kedua yaitu usaha adalah kegiatan dengan
mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud:
pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai
sesuatu (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 1538).
Selanjutnya kata preventif, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) preventif artinya bersifat mencegah (supaya tidak terjadi apa-
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apa) (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 1101). Usaha preventif
merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah atau suatu
kegiatan yang diakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk
menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul. Kata korektif  yang
berasal dari kata koreksi (koreksi berarti pembetulan, pemeriksaan;
pembetulan kesalahan), sedangkan korektif artinya bersifat korek
(memperbaiki, teliti, berdisiplin), yang dijelaskan dalam KBBI yang
dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (2008: 734). Jadi,
usaha korektif merupakan usaha untuk memecahkan atau mengatasi
masalah-masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh individu. Dalam hal
pelaporan dan pengelolaan SPT Tahunan, usaha preventif  merupakan
usaha pencegahan sebelum terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Wajib
Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan sedangkan usaha korektif
merupakan usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesalahan-kesalahan
yang telah terjadi dalam pelaporan dan pengelolaan SPT Tahunan.
Kesalahan berasal dari kata salah yang dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 1206-1207)
berarti tidak benar; tidak betul. Sedangkan kata kesalahan berarti perihal
salah; kekeliruan; kealpaan. Kesalahan dalam hal pelaporan dan
pengelolaan SPT Tahunan dapat berupa kesalahan penulisan, kesalahan
teknis dan sebagainya. Kata selanjutnya yaitu pelaporan, pelaporan
berasal dari kata lapor. Pelaporan yang berasal dari kata lapor (beri tahu),
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pelaporan berarti proses, cara, perbuatan melaporkan (Departemen
Pendidikan Nasional, 2008: 790).
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha
preventif dan korektif kesalahan pelaporan SPT Tahunan merupakan
kegiatan/tindakan dan upaya yang terencana, sistematis dan terarah yang
dilakukan untuk mencegah (preventif) dan menangani (korektif)
kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan
yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
B. Kerangka Berfikir
Perpajakan merupakan sektor penerimaan negara terbesar, yang
selanjutnya dikelola dan digunakan menjamin adanya kehidupan yang relatif
aman, penjaminan kesejahteraan, dan pendidikan. Sektor pajak menjadi sangat
penting untuk dipertahankan eksistensinya oleh pemerintah. Selain peran serta
pemerintah, pelaksanaan perpajakan tidak akan berhasil tanpa kesadaran dari
masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
Sistem pemungutan yang berlaku hingga sekarang yaitu self
assessment system, memberikan wewenang pada setiap Wajib Pajak dalam
menghitung, memperhitungkan dan menyetor serta melaporkan sendiri
pajaknya yang terutang. Wajib Pajak diberikan kebebasan seluas-luasnya
dalam melaporkan pajaknya yang terutang, sehingga terdapat kemungkinan
terjadi kesalahan yang terjadi dalam pelaporan pajak yang dilakukan dengan
Surat Pemberitahuan (SPT), dalam hal ini SPT Tahunan.
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Berbagai upaya perlu dilakukan dalam menangani masalah tersebut,
upaya yang dilakukan dilakukan sebelum terjadi kesalahan dalam pelaporan
SPT Tahunan maupun upaya korektif yang dilakukan untuk menangani
kesalahan-kesalahan tersebut. Dengan adanya usaha-usaha tersebut diharapkan
dalam pelaporan pajak tersebut dapat dilakukan dengan baik dan benar, guna
mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui
pajak.
C. Pertanyaan Penelitian
1. Bagaimana tata cara pelaporan SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama (KPP) Sleman tahun 2007-2011?
2. Bagaimana tata cara pengelolaan SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama (KPP) Sleman tahun 2007-2011?
3. Apa saja kesalahan pelaporan SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama (KPP) Sleman tahun 2007-2011?
4. Apa saja usaha preventif kesalahan pelaporan SPT Tahunan pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Sleman tahun 2007-2011?
5. Apa saja usaha korektif kesalahan pelaporan SPT Tahunan pada Kantor




A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian tugas akhir dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Pratama di Jalan Ring Road Utara No.10 Maguwoharjo, Depok,
Sleman, Yogyakarta. Waktu penelitian dilakukan setelah proposal tugas akhir
disetujui oleh dosen pembimbing dan diizinkan melakukan penelitian di
tempat penelitian.
B. Desain Penelitian
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif  yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun
dan mengolah data kemudian mendeskripsikan, menggambarkan,
menguraikan dan menyajikan data secara sistematis hal-hal yang ditanyakan
dalam penelitian mengenai masalah yang dibahas. Selanjutnya data akan
dianalisis dan ditarik kesimpulan berdasarkan fakta yang ada.
C. Teknik Pengumpulan Data
Dalam menyusun tugas akhir dibutuhkan suatu cara/teknik untuk
mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik
interview. Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan
oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden (Suharsimi
Arikunto, 2002: 201). Wawancara ini dilakukan dengan melakukan tanya
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jawab secara langsung dengan pihak yang bersangkutan atau narasumber yang
dianggap berkompeten dan relevan dengan data-data yang akan diambil untuk
penelitian. Wawancara untuk penelitian ini dilakukan kepada pihak-pihak
yang terlibat dalam penerimaan pelaporan pajak dan pengelolaan SPT
Tahunan, yaitu:
a) Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
b) Pelaksana Bagian Pelayanan
c) Pelaksana Bagian PDI (Pengolahan Data dan Informasi)
d) Pegawai Bagian Account Representatif
Keseluruhan data yang dibutuhkan dan digunakan dalam tugas akhir
ini diperoleh dengan teknik wawancara. Wawancara ini dilaksanakan untuk
memperoleh data yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
1) Tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada KPP
Pratama Sleman Tahun 2007-2011.
2) Tata cara pengelolaan SPT Tahunan pada KPP Pratama Sleman
Tahun 2007-2011.
3) Kesalahan-kesalahan pelaporan SPT Tahunan pada KPP Pratama
Sleman Tahun 2007-2011.
4) Usaha-usaha preventif kesalahan pelaporan SPT Tahunan pada KPP
Pratama Sleman Tahun 2007-2011.
5) Usaha-usaha korektif kesalahan pelaporan SPT Tahunan pada KPP
Pratama Sleman Tahun 2007-2011.
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D. Jenis Data
Dalam melakukan penelitian tugas akhir ini ada beberapa data yang
dikaji. Data-data tersebut kemudian dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu
data umum dan data khusus:
1. Data Umum
Data Umum merupakan data yang sifatnya umum dan merupakan
data yang tidak berhubungan secara langsung dengan pembahasan. Data
ini dibutuhkan untuk menguraikan tempat penelitian. Data-data umum
yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
a) Sejarah berdirinya KPP Pratama Sleman
b) Lokasi dan wilayah kerja KPP Pratama Sleman
c) Kedudukan, tugas pokok, dan fungsi KPP Pratama Sleman
d) Visi dan misi KPP Pratama Sleman




Data khusus merupakan data yang memiliki hubungan langsung
dengan pembahasan. Data ini berasal dari sumber-sumber database secara
offline atau online dan interview yang dilakukan. Jadi data khusus ini
merupakan data yang sudah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak
pengumpul data atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel,
diagram-diagram dan bentuk lainnya.
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E. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data
yang telah terkumpul sesuai fakta dan aktual. Data tersebut akan disajikan
melalui tabel dan grafik berdasarkan data yang diambil dalam penelitian.
Selain itu, data juga dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.
Pendekatan kualitatif adalah pendekatan pemecahan masalah berdasarkan
uraian yang tidak disajikan dengan angka, data yang diperoleh yaitu hasil
wawancara mengenai kesalahan-kesalahan dalam pelaporan SPT dan
pengolahan SPT dan upaya preventif dan korektif dalam menangani masalah
tersebut. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan pemecahan masalah
berdasarkan angka untuk menarik kesimpulan.
F. Populasi dan Sampel Penelitian
Menurut Sugiyono (2008: 115) populasi adalah wilayah generalisasi
yang terdiri atas; objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini merupakan pegawai yang bekerja di
KPP Pratama Sleman yang berhubungan dengan proses pelaporan SPT
Tahunan, yaitu petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), Bagian Pelayanan,
Bagian Pengolahan Data dan Informasi dan Bagian Account Representative.
Populasi dari penelitian ini secara keseluruhan berjumlah 50 petugas dengan
rincian sebagai berikut:
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1. Bagian TPT dan Bagian Pelayanan seluruhnya berjumlah 12 petugas.
2. Bagian Pengolahan Data dan Informasi yang berjumlah 9 petugas.
3. Bagian Account Representative yang jumlah keseluruhan petugasnya
sebanyak 29 orang.
Selanjutnya, sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik
yang dimiliki oleh populasi tersebut dan harus mewakili dan mencerminkan
populasi yang ada (Sugiyono, 2008: 115). Sampel ini diambil dari sebagian
populasi yang ada, yaitu sejumlah pegawai dari populasi pegawai yang ada di
Bagian Tempat Pelayaanan Terpadu (TPT), Bagian Pelayanan, Bagian
Pengolahan Data dan Informasi, dan Bagian Account Representative. Sampel
yang akan diambil, diperkirakan ada kurang lebih berjumlah 10 narasumber
dengan rincian sebagai berikut:
a) 3 narasumber di Tempat Pelayanan Terpadu,
b) 5 narasumber di Bagian Pelayanan,
c) 1 narasumber  di Bagian Pengolahan Data dan Informasi
d) 1 narasumber di Bagian Account Representative.
Pemilihan narasumber tersebut didasarkan atas kebutuhan data dan
informasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pihak-pihak yang terkait
dalam penerimaan, pelaporan dan pengolahan SPT tahunan oleh Wajib Pajak.
Bagian TPT dan Bagian Pelayanan merupakan petugas pertama yang harus
ditemui Wajib Pajak untuk melakukan pelayanan. Selanjutnya Bagian PDI
merupakan petugas yang bertugas untuk menginput data Wajib Pajak ke
dalam database Wajib Pajak sendiri di KPP Pratama Sleman. Selanjutnya
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Account Representatif merupakan petugas yang bertugas untuk mengawasi




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian yang telah diperoleh
melalui teknik wawancara dan dokumentasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Sleman. Sebelum melakukan pembahasan terlebih dahulu diuraikan
hasil penelitian secara keseluruhan. Hasil penelitian dibedakan menjadi 2
macam, yaitu data umum dan data khusus. Penjelasan lebih lanjut adalah
sebagai berikut:
1. Data Umum
a. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak  Pratama Sleman
Kantor Pelayanan Pajak Pratama dibentuk pada tanggal 30
Oktober 2007 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP-14/PJ./2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Penerapan
Organisasi, Tata Kerja dan awal beroperasinya Kantor Wilayah DJP
Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan,
Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah
DJP Jawa Tengah I, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II dan Kantor
Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta yang diresmikan pada
tanggal 30 Oktober 2007 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia,
Ibu Sri Mulyani Indrawati di Gedung Kanwil DJP Daerah Istimewa
Yogyakarta.
55
Selanjutnya, Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan, yang telah diubah sesuai Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 55/PMK.01/2007, yaitu Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama
merupakan peleburan 3 jenis kantor pajak, yang merupakan reorganisasi
Direktorat Jenderal Pajak, yakni ditandai dengan peleburan Kantor
Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta
Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa). Pada mulanya,
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Yogyakarta II dipecah menjadi tiga yaitu
KPP Pratama Sleman, KPP Pratama Wonosari dan KPP Pratama Wates.
KPP Pratama Sleman, selain merupakan pecahan dari KPP Yogyakarta
II (KPP Induk) juga merupakan penggabungan dari KPPBB Sleman dan
fungsi pemeriksaan dari Karikpa Yogyakarta.
Organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan
organisasi berdasarkan fungsi bukan berdasarkan jenis pajak yang
menyebabkan pembagian kerja di tiap-tiap seksi berdasarkan fungsinya
masing-masing yaitu fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Seksi
Pelayanan, fungsi pengawasan dan konsultasi dilaksanakan oleh Seksi
Pengawasan dan Konsultasi, fungsi pengolahan data dilakukan oleh
Seksi Pengolahan Data dan Informasi, fungsi penagihan dilaksankan
oleh Seksi Penagihan dan fungsi ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan
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oleh Seksi Ekstensifikasi. Selain itu proses bisnis Kantor Pelayanan
Pajak Pratama juga menerapkan workflow dan case management.
Adanya masalah atau interupsi dalam pemrosesan pelayanan kepada
Wajib Pajak di satu bagian dapat menghambat penyelesaian secara
keseluruhan. Dalam menunjang pelayanan dan pengawasan kepada
Wajib Pajak sangat diperlukan integrasi dari masing-masing seksi
terkait.
Sistem administrasi modern di Kantor Wilayah DJP DIY dimulai
pada saat mulai operasi (SMO) tanggal 30 Oktober 2007, demikian juga
dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. Sedangkan launching
kantor dilaksanakan oleh Menteri Keuangan RI pada tanggal 5
November 2007. Gedung kantor yang dipergunakan untuk operasional
KPP Pratama Sleman menempati lantai 1 dan lantai IV gedung Kanwil
DJP DIY yang terletak di Jalan Ring Road Utara No. 10 Maguwoharjo
Sleman Yogyakarta.
Keberadaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dapat mewujudkan
kewajiban bagi setiap warga negara untuk dapat dilaksanakan dengan
baik. Kewajiban yang berwujud pembayaran pajak yang merupakan
penunjang dalam pembiayaan pengeluaran negara serta dapat
menyukseskan pembangunan dimasa mendatang, karena pajak
merupakan aspek penerimaan dana untuk kepentingan negara yang
nilainya sangat besar.
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b. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman
1) Visi KPP Pratama Sleman
Visi yang hendak dicapai Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Sleman, mengacu pada visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu “Menjadi
Institusi Pemerintah yang Menyelenggarakan Sistem Administrasi
Perpajakan Modern yang Efektif, Efisien, dan Dipercaya Masyarakat
Dengan Integritas, dan Profesionalisme yang Tinggi”. Dari penggalan
kalimat tersebut, visi yang hendak dicapai pertama menegaskan
bahwa KPP Pratama Sleman ingin menjadi suatu institusi pemerintah
yang menjalankan sistem administrasi perpajakan modern, efektif dan
efisien serta dipercaya oleh masyarakat. Efektif dan efisien artinya
bahwa KPP Pratama Sleman melakukan pengukuran dan
pertanggungjawaban terhadap sistem modern yang dijalankan
tersebut. Dipercaya oleh masyarakat memiliki arti bahwa KPP
Pratama Sleman memastikan masyarakat yakin bahwa sistem
administrasi perpajakan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
kepada masyarakat, bangsa dan negara. Modern, efektif dan efisien
serta dipercaya masyarakat mengacu pada penyelenggaraan sistem
yang mana dibutuhkan peran dari sumber daya manusia sebagai
subyek penyelenggara sistem tersebut. Hal yang lebih penting adalah
keinginan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas pengelolaan
sumber keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan
dan pelayanan kepada masyarakat.
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2) Misi KPP Pratama Sleman
Misi yang hendak dicapai Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Sleman mengacu pada misi Direktorat Jenderal Pajak adalah:
“Menghimpun Penerimaan Pajak Negara Berdasarkan Undang-
Undang Perpajakan yang Mampu Mewujudkan Kemandirian
Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui
Sistem Administrasi Perpajakan yang Efektif dan Efisien”. Misi
tersebut menjelaskan bahwa keberadaan KPP Pratama Sleman adalah
menghimpun pajak dari masyarakat guna menunjang pembiayaan
pemerintah. Peran KPP Pratama tersebut dijalankan melalui sistem
administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.
Sistem administrasi perpajakan tersebut dapat diukur dan
dipertanggungjawabkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara lebih optimal untuk menjalankan hak dan
kewajiban perpajakan. Misi tersebut juga mengandung makna bahwa
segala upaya dan kegiatannya harus sesuai dengan peraturan
perundangan perpajakan yang berlaku. Selain itu jumlah penerimaan
pajak yang dihimpun harus mampu memenuhi harapan masyarakat
dan pemerintah yaitu mendukung kemandirian pembiayaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
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c. Lokasi dan Wilayah Kerja KPP Pratama Sleman
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman menempati gedung
kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jl.
Ring Road Utara No. 10 Pugeran, Maguwoharjo, Depok, Sleman.
Wilayah kerja KPP Pratama Sleman meliputi Kabupaten Sleman yang
terletak di antara 107 0 15’ 03” dan 100 0 29’ 30” Bujur Timur, 7 0 34’
51” dan 70 47’ 03” Lintang Selatan dengan luas wilayah 57.482 Ha.
Terdiri dari 17 Kecamatan, 86 Desa/Kelurahan dan 1.212 Dusun. Jarak
terjauh Utara - Selatan 32 km, Timur - Barat 35 km, dengan batas-batas
sebagai berikut:
1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Boyolali.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kota
Yogyakarta.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo dan
Magelang.
Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara 100 m
sampai dengan 2.500 m dari permukaan laut. Ketinggian tanahnya
dapat dibagi menjadi empat kelas yaitu ketinggian <100 m, 100 – 499
m, 500 – 999 m dan >1000 m dari permukaan laut. Ketinggian <100 m
dari permukaan laut seluas 6.203 hektar atau 10,79% dari luas wilayah
terdapat di Kecamatan Moyudan, Minggir, Godean, Gamping,
Prambanan,  dan Berbah.
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Ketinggian 100 – 499 m dari permukaan laut seluas 43.246
hektar atau 75,32% dari luas wilayah, terdapat di 17 kecamatan.
Ketinggian 500 – 999 m dari permukaan laut meliputi luas 6.538 ha
atau 11,38% dari luas wilayah, meliputi Kecamatan Tempel, Turi,
Pakem dan Cangkringan. Ketinggian >1000 m dari permukaan laut
seluas 1.495 hektar atau 2,60 % dari luas wilayah meliputi Kecamatan
Turi, Pakem, dan Cangkringan. Keadaan topografi di wilayah
Kabupaten Sleman ini perlu diperhatikan dalam kaitannya dalam
pembangunan Kabupaten Sleman secara adil dan merata.
Jumlah penduduk di Kabupaten Sleman sampai dengan
pertengahan tahun 2007 adalah 922.753 orang dengan 263.981 KK.
Gambaran ekonomi Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut; dalam
tahun anggaran 2006 adalah Rp 8.898.670 juta. Penyumbang PDRB
terbesar adalah dari lapangan usaha pertanian. Sedangkan sektor usaha
yang potensial di KPP Pratama Sleman terutama sektor pendidikan, real
estate, industri dan perdagangan.
Motto Kabupaten Sleman yaitu “SLEMAN SEMBADA”
(Sehat, Elok, dan Edi, Makmur dan Merata, Bersih dan Berbudaya,
Aman dan Adil, Damai dan Dinamis, Agamis). Adapun pembagian
wilayah kerja KPP Pratama Sleman adalah sebagai berikut:






























d. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Sleman
1) Kedudukan
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman berada di gedung Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dan
berada di lantai I dan IV. Alamat KPP Pratama Sleman yaitu Jalan
Ring Road Utara No. 10 Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta.
2) Tugas Pokok
Dalam rangka mendukung upaya peningkatan penerimaan pajak
dipandang perlu untuk menyempurnakan organisasi dan tata kerja
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman di lingkungan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan
No.62/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009, Kantor Pelayanan Pajak
Pratama memiliki tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan
pengawasan Wajib Pajak di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak
Tidak Langsung Lainnya, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan
penundang-undangan yang berlaku.
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3) Fungsi KPP Pratama Sleman
Dalam melaksanakan tugas pokok secara umum KPP Pratama
menyelenggarakan fungsi-fungsi, antara lain:
a) Pengumpulan, pencairan dan pengolahan data, pengamatan
potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, serta
pendataan objek dan subjek pajak,
b) Penetapan dan penertiban produk hukum perpajakan,
c) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan,
penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan serta
penerimaan surat lainnya,
d) Penyuluhan perpajakan,
e) Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak,
f) Pelaksanaan ekstensifikasi,
g) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan
pajak,
h) Pelaksanaan pemeriksaan pajak,
i) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak,
j) Pelaksanaan konsultasi perpajakan,
k) Pelaksanaan intensifikasi,
l) Pembetulan ketetapan pajak,
m) Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,
serta
n) Pelaksanaan administrasi kantor.
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e. Struktur Organisasi KPP Pratama Sleman
Kantor Pelayanan Pajak Pratama dipimpin oleh seorang Kepala Kantor
yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab langsung kepada Direktur
Jenderal Pajak. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan
No.62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
DJP, Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman
terdiri dari 1 (satu) subbagian umum, 9 (sembilan) seksi (termasuk seksi 4
Pengawasan dan Konsultasi), Kelompok Fungsional, serta terdapat 24 (dua
puluh empat) Account Representative (AR).
Berikut ini bagan Struktur Organisasi KPP Pratama Sleman Yogyakarta:
Gambar 2. Struktur Organisasi KPP Pratama Sleman






















Berdasarkan struktur organisasi yang digambarkan pada bagan di atas
dapat dijabarkan sebagai berikut:
Kepala KPP Pratama Sleman membawahi 1 Subbagian Umum, 9 Seksi
dan Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak/Penilai PBB. Pegawai KPP
Pratama Sleman berjumlah 94 orang dengan rincian sebagai berikut:
1) 10 Pejabat Eselon IV;
2) 29 Account Representative yang terbagi dalam 4 Seksi Pengawasan
dan Konsultasi;
3) 17 Fungsional Pemeriksa Pajak yang terbagi dalam 2 Kelompok
Fungsional  Pemeriksa Pajak;
4) 38 Pelaksana yang terbagi dalam Subbagian Umum dan seksi-seksi.
f. Deskripsi Jabatan
Setelah mengetahui struktur organisasi Kantor Pelayanan Pratama dalam
bagan di atas, selanjutnya akan dijabarkan deskripsi jabatan untuk tiap-
tiap jabatan yaitu:
1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman mempunyai
tugas mengawasi jalannya kegiatan operasional perpajakan yaitu Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan
atas Barang Mewah, dan Pajak langsung lainnya. Berdasarkan
kebijakan teknis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak,
membina karyawan yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya,
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menerima laporan kerja dari setiap seksi dan membuat kegiatan
operasional Kantor Pelayanan Pajak Sleman.
2) Kelompok Fungsional
a) Tugas
Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan
jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional
terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya yang
dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk
Kepala Kantor Wilayah DJP Yogyakarta atau Kepala KPP Pratama
Sleman. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja KPP Pratama Sleman.
b) Tanggung Jawab
Melaksanakan teknis fungsional pendataan dan penilaian
perpajakan.
3) Subbagian Umum
Tugas dan tanggung jawab Subbagian Umum KPP Pratama terdiri
dari:
a) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian
(1) Tugas
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(a) Menyelenggarakan pengurusan surat-surat masuk atau
berkas dokumen yang diterima sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
(b) Menyelenggarakan penyusunan surat keluar agar
komunikasi administrasi berjalan dengan lancar.
(c) Menyimpan surat dan dokumen untuk memudahkan
penemuan kembali surat atau dokumen yang diperlukan.
(d) Membuat konsep rencana kerja subbagian umum.
(e) Mempersiapkan bahan penyusunan konsep usulan
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi
Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
(f) Mempersiapkan bahan penyusunan konsep usulan kenaikan
pangkat pegawai golongan II/d ke bawah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
(g) Membuat konsep surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(h) Menyiapkan bahan penyusunan konsep usulan calon peserta
diklat.
(2) Tanggung Jawab:
(a) Kebenaran usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan
tugas, kelengkapan bahan penyusunan konsep rencana kerja
Subbagian Umum.
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(b) Kelengkapan bahan-bahan berkaitan dengan masalah
kepegawaian.
(c) Tertatanya arsip kepegawaian dan berkas kepegawaian.
b) Urusan Keuangan
Tugas dan tanggung jawab Keuangan KPP Pratama adalah
sebagai berikut:
(1) Tugas:
(a) Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji/rapel, gaji/
kekurangan gaji dan/atau lembur para pegawai.
(b) Meng-update data daftar gaji berdasarkan mutasi
kepegawaian.
(c) Membuat konsep Daftar Perencanaan Pembiayaan Kantor
Pelayanan Pajak.
(d) Menyiapkan surat permintaan pembayaran/SSP sebagai uang
persediaan (UP) atau UP tambahan.
(e) Menyiapkan SPPR-LS sebagai pembayaran langsung atas
tagihan pihak ketiga.
(2) Tanggung jawab:
(a) Kebenaran usul, saran, dan pendapat yang diajukan mengenai
penerimaan, penyimpanan dan pembayaran gaji/TKPKN.
(b) Pengelolaan pembayaran gaji/TKPKN, penandatanganan
SSP.
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(c) Kebenaran pemotongan pembayaran gaji/TKPKN terhadap
pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak.
(d) Keamanan penyimpanan DIPA asli.
c) Urusan Rumah Tangga
Tugas dan tanggung jawab Rumah Tangga Kantor
Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut:
(1) Tugas:
(a) Membuat konsep perencanaan dan pengadaan alat
perlengkapan kantor/ATK/formulir sesuai dengan batas
kewenangannya berdasarkan rencana anggaran dalam DIPA.
(b) Melaksanakan penyimpanan dan pendistribusian alat
perlengkapan kantor.
(c) Mencatat dan memberi kode klasifikasi lokasi inventaris serta
menyelenggarakan pembukuan inventaris kantor.
(d) Menyusun konsep kompilasi laporan barang inventaris
kantor.
(e) Meneliti barang-barang inventaris kantor yang rusak dan
tidak terpakai lagi serta membuat konsep daftar usulan
penghapusan dan pemusnahannya.
(2) Tanggung Jawab:
(a) Pelaksanaan penyimpanan dan distribusi alat perlengkapan
kantor.
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(b) Kelengkapan sarana rapat dan kebutuhan rapat.
(c) Kebenaran penyelenggaraan pembukuan inventaris kantor.
(d) Kebenaran konsep kompilasi laporan inventaris.
(e) Kebenaran konsep penghapusan barang inventaris.
4. Seksi Pelayanan
Tugas dan tanggung jawab Seksi Pelayanan kantor Pelayanan
Pajak Pratama adalah sebagai berikut:
a. Tugas:
1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Seksi
Pelayanan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Kantor
Pelayanan Pajak.
2) Mengkoordinasikan penerimaan dan penatausahaan surat-
surat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya.
3) Mengkoordinasikan penyiapan pengambilan formulir SPT
Tahunan PPh berikut aplikasi elektronik SPT Tahunan PPh
oleh wajib pajak dan penatausahaan SPT Tahunan yang telah
diterima kembali serta penyediaan SPOP dan SSB dalam
rangka pengawasan kepatuhan wajib pajak.
4) Penyuluhan perpajakan dan pelaksanaan registrasi wajib
pajak.
5) Membimbing bawahan pada seksi pelayanan untuk
meningkatkan motivasi dan prestasi pegawai.
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6) Mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala Seksi
Pelayanan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
b. Tanggung Jawab:
1) Kebenaran usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan
tugas.
2) Kebenaran bukti pendaftaran wajib pajak.
3) Kebenaran surat pemberitahuan pernyataan pindah.
4) Kelengkapan berkas permohonan pendaftaran dan perubahan
data wajib pajak.
5) Kebenaran daftar nominatif pengiriman formulir SPT
Tahunan PPh.
6) Kebenaran surat permintaan kelengkapan SPT PPh kepada
wajib pajak.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
a. Tugas
Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas
melaksanakan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta
penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan,
urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak
Bumi dan Bangunan dan Bea perolehan Hak atas Bumi dan
Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan
aplikasi e-SPT dan e-Filling, serta penyiapan laporan kinerja.
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b. Tanggung Jawab:
1) Penatausahaan data masukan dan data keluaran.
2) Perekaman data perpajakan.
3) Pengolahan data perpajakan.
4) Analisis informasi perpajakan.
5) Penyajian informasi perpajakan.
3. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
a. Tugas
Mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan,
pendataan objek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka
ekstensifikasi.
b. Tanggung Jawab
1) Penetapan perpajakan sektor pedesaan dan perkotaan.
2) Penetapan perpajakan sektor perkebunan, pertambangan daan
perhutanan.
3) Intensifikasi dan ekstensifikasi penetapan perpajakan.





Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang
pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif,
usulan penghapusan piutang pajak serta penyimpanan dokumen-
dokumen penagihan.
b. Tanggung Jawab
1) Penatausahaan piutang pajak.
2) Penagihan piutang perpajakan dan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB).
3) Pembuatan usul penghapusan piutang perpajakan dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
5. Seksi Pemeriksaan
a. Tugas
Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana
pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan,
penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta
administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
b. Tanggung Jawab
1) Penatausahaan pemeriksaan rutin.
2) Pengusulan pemeriksaan rutin.
3) Pengusulan pemeriksaan rutin.
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4) Penerbitan SP3.
5) Pemeriksaan lapangan oleh Fungsional Pajak Pemeriksa.
6) Perekaman nota hitung.
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi
a. Tugas
Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan
kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada
wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil
wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi
data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan
melakukan evaluasi hasil banding.
Pada pelaksanaannya wilayah kerja Seksi Pengawasan dan
Konsultasi dibagi berdasarkan wilayah tempat wajib pajak yaitu:
1) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I bertugas untuk
mengawasi seluruh wajib pajak yang berada di beberapa








2) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
Tugas dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi II yaitu







3) Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
Pengawasan wajib pajak yang dilakukan Seksi








4) Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
Wilayah yang berada dalam pengawasan Seksi









1) Pengawasan terhadap wajib pajak atas kewajiban perpajakan.
2) Penelitian dan analisa kepatuhan wajib.
3) Penyusunan nota perhitungan.
4) Alat konsultasi perpajakan bagi wajib pajak.
g. Kode Etik Pegawai
1) Kewajiban
a) Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang
lain;
b) Bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel;
c) Mengamankan data dan/atau informasi yang dimiliki Direktorat
Jenderal Pajak;
d) Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, sesama pegawai, atau
pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya;
e) Menaati perintah kedinasan;
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f) Bertanggungjawab dalam penggunaan barang inventaris milik
Direktorat Jenderal Pajak;
g) Menaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor;
h) Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi
kewajiban perpajakan;
i) Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata sopan.
2) Larangan
a) Bersikap  diskriminatif dalam  melaksanakan  tugas;
b) Menjadi anggota atau  simpatisan aktif partai politik;
c) Menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak
langsung;
d) Menyalahgunakan fasilitas kantor;
e) Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung
maupun tidak langsung, dari Wajib Pajak, sesama pegawai, atau
pihak lain, yang menyebabkan Pegawai yang menerima, patut
diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau
pekerjaannya;
f) Menyalahgunakan data dan/atau informasi perpajakan;
g) Melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan
gangguan, kerusakan dan/atau perubahan data pada sistem
informasi milik Direktorat Jenderal Pajak;
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h) Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma
kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat Direktorat
Jenderal Pajak.
h. Layanan Unggulan
Keunggulan yang dimiliki ada 16 layanan keunggulan dari KPP Pratama
Sleman, dalam hal ini layanan untuk PBB sudah tidak berlaku. Keunggulan
yang dimiliki KPP Pratama Sleman yaitu:
1) Layanan Permohonan Pendaftaran NPWP
Jangka waktu  penyelesaian adalah 1 hari kerja sejak permohonn
pendaftaran NPWP diterima secara lengkap atau 1 hari kerja sejak
informasi pendaftaran melalui Sistem e-Registration diterima Kantor
Pelayanan Pajak (KPP), sepanjang permohonan pendaftaran NPWP diisi
secara lengkap.
2) Layanan Permohonan Pengukuhan PKP
Jangka waktu penyelesaian adalah 1 hari kerja sejak permohonan diterima
secara lengkap.
3) Layanan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN
Jangka waktu penyelesaiannya adalah 7 hari untuk Wajib Pajak Patuh, 1
bulan untuk Wajib Pajak dengan pemerikasaan kantor, 8 bulan sejak Wajib
Pajak diperiksa dengan pemeriksaan lapangan.
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4) Layanan Penerbitan SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak)
Jangka waktu penyelesaian adalah 3 minggu sejak permohonan Wajib
Pajak diterima atau tanggal surat ketetapan/keputusan.
5) Layanan Permohonan Keberatan
Jangak waktu penyelesaian adalah 9 bulan sejak tanggal surat permohonan
diterima secara lengkap.
6) Layanan SKB (Surat Keterangan Bebas) PPh Pasal 22 Impor
Jangka waktu penyelesaian adalah 5 hari kerja sejak surat permohonan
diterima secara lengkap.
7) Layanan SKB (Surat Keterangan Bebas)  PPh Pasal 23
Jangka waktu penyelesaian adalah 1 bulan sejak permohonan Wajib Pajak
diterima secara lengkap.
8) Layanan SKB Pemotongan PPh Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta
Diskonto SBI (Sertifikat Bank Indonesia) yang diterima atau diperoleh,
Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
jangka waktu penyelesaian adalah 7 hari setelah permohonan diterima
secara lengkap.
9) Layanan SKB PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan
Jangka waktu penyelesaian adalah 3 hari kerja sejak tanggal surat
permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan
dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diterima secara lengkap.
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10) Layanan SKB PPN atas BKP (Barang Kena Pajak) tertentu
Jangka waktu penyelesaian adalah 5 hari kerja setelah surat permohonan
diterima secara lengkap.
11) Layanan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
Jangka waktu penyelesaian adalah 6 bulan sejak tanggal diterimanya berkas
permohonan secara lengkap.
12) Layanan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang
tidak benar. Jangka waktu penyelesaian adalah 6 bulan sejak tanggal
diterimanya berkas permohonan Wajib Pajak secara lengkap.
2. Data Khusus
Setelah melakukan penelitian dengan melakukan dokumentasi dan
wawancara secara langsung, data khusus yang diperoleh dari penelitian adalah
sebagai berikut:
a. Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada KPP
Pratama Sleman Tahun 2007-2011
Berdasarkan penelitian yang dilakukan tata cara ataupun langkah-
langkah yang harus dilakukan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT
Tahunan yaitu sebagai berikut:
1) Wajib Pajak mengambil sendiri formulir SPT Tahunan di KPP atau
KP2KP, ataupun mengunjungi website pajak untuk mengunduh SPT
Tahunan.
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2) Wajib Pajak melakukan penghitungan atas pajaknya yang terutang
berdasarkan buku panduan dan petunjuk dari petugas pajak.
3) Wajib Pajak mengisi SPT Tahunan berdasarkan informasi yang
diminta dalam formulir SPT Tahunan tersebut dengan benar, lengkap,
dan jelas.
4) Wajib Pajak melampirkan dokumen yang dibutuhkan dalam pelaporan
SPT Tahunan. SPT Tahunan terdiri dari beberapa macam yaitu
formulir untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (1770 SS, 1770 S, 1770)
dan formulir Wajib Pajak Badan (1771 dan 1771/$). Setiap SPT
tersebut memiliki dokumen-dokumen yang harus dilampirkan masing-
masing, sebagai berikut:
a) Lampiran SPT Tahunan 1770 SS
Lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan 1770 SS yang
dilaporkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi hanya wajib
melampirkan fotokopi formulir 1721-A1 atau 1721-A2 yang
merupakan formulir yang berisi rincian gaji dari pemberi kerja,
sedangkan untuk pensiunan formulir ini dapat langsung dicetak di
KPP dengan membawa kartu pensiun.
b) Lampiran SPT Tahunan 1770 S
Lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan 1770 SS yang
dilaporkan oleh Wajib Pajak wajib melampirkan:
1) Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong
PPh Pasal 21
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2) Surat Setoran Pajak Lembar ke-3 PPh Pasal 29,
3) Surat Kuasa Khusus (bila dikuasakan),
4) Perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah
Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri.
5) Lampiran lainnya, misalnya fotokopi Bukti Setoran Zakat dan
lain-lain.
c) Lampiran SPT Tahunan 1770
Lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan 1770 SS yang
dilaporkan oleh Wajib Pajak wajib melampirkan:
1) Surat Kuasa Khusus jika SPT Tahunan ditandatangani bukan
oleh Wajib Pajak.
2) Surat Setoran Pajak PPH Pasal 29 Tahun Pajak yang
bersangkutan yaitu pelunasan PPh yang kurang bayar.
3) Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Pajak yang bersangkutan
bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan atau
rekapitulasi bulanan peredaran/penerimaan bruto dan biaya bagi
Wajib Pajak yang memilih menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto. Rekapitulasi biaya harus dilampirkan jika
terdapat penghasilan lain dari luar kegiatan usaha dan/atau
pekerjaan bebas yang merupakan objek pajak yang tidak dikenai
pajak bersifat final.
4) Perhitungan kompensasi kerugian bagi Wajib Pajak yang
melaporkan adanya kompensasi kerugian.
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5) Bukti Pemotongan/Pemungutan oleh Pihak lain ditanggung
Pemerintah dan yang dibayar/dipotong di luar negeri.
6) Fotokopi:
(a) Formulir 1721-A1 (Formulir Penghasilan dan Penghitungan
PPh Pasal 21 Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau
THT/JHT).
(b) Formulir 1721-A2 (Formulir Penghasilan dan Penghitungan
PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri,
Pejabat Negara, dan Pensiunnya).
7) Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya.
8) Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri
(TBPFLN).
9) Penghitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta
dan/atau mempunyai NPWP sendiri.
10) Daftar jumlah penghasilan dan pembayaran PPh Pasal 25 wajib
dilampirkan oleh orang pribadi pengusaha tertentu.
11) Lampiran-lampiran berupa bukti pendukung atau untuk
menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan yang dibuat
sendiri oleh Wajib Pajak, misalnya:
(a) Fotokopi Bukti Setoran Zakat dan Sumbangan keagamaan
yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama.
(b) Fotokopi Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) yang masih
berlaku untuk WP orang asing.
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(c) Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan (Certificate of
Income) dari perusahaan induk untuk WP orang asing.
4) Lampiran SPT Tahunan 1771 dan 1771/$ (SPT Tahunan Badan)
Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT Tahunan harus
melampirkan beberapa dokumen yaitu:
a) Surat Setoran Pajak Lembar ke-3 PPh Pasal 29
Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak, kecuali apabila
tidak ada setoran akhir (nihil). Wajib Pajak yang melakukan
pembayaran dengan media e-payment melalui bank-bank
persepsi tertentu yang telah ditunjuk oleh DJP, melampirkan
bukti pembayaran pajak yang sah sebagai pengganti SSP
lembar ke-3.
b) Laporan Keuangan
Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak. Jika pembukuan
atau laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik, maka harus
melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit. Wajib Pajak
yang memiliki anak perusahaan di Indonesia atau di luar negeri,
dan/atau mempunyai cabang usaha di luar negeri baik melalui
bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT, wajib
melampirkan Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan
Keuangan Wajib Pajak tersebut secara tersendiri.
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c) Transkrip kutipan elemen-eleman dari laporan keuangan
Transkrip kutipan elemen-eleman dari laporan keuangan
merupakan ringkasan dari laporan keuangan yang
mencerminkan keseluruhan isi dari laporan keuangan. Elemen-
elemen laporan keuangan dapat berupa elemen neraca, laporan
laba/rugi, dan elemen transaksi dengan pihak-pihak yang
mempunyai hubungan istimewa sesuai PSAK Nomor 7.
d) Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal
Apabila Wajib Pajak memiliki dan mempergunakan harta
berwujud dan/atau harta tak berwujud/pengeluaran lainnya
sebagai aktiva tetap yang pembebanannya harus dilakukan
melalui penyusutan/amortisasi.
e) Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal
Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal wajib dilampirkan
oleh Wajib Pajak yang mempunyai hak kompensasi kerugian
fiskal dari Tahun Pajak-Tahun Pajak yang lalu.
f) Daftar Fasilitas Penanaman Modal
Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas
penanaman modal.
g) Daftar Cabang Utama Perusahaan
Wajib Pajak yang mempunyai kantor-kantor cabang atau
tempat-tempat usaha utama di berbagai lokasi, wajib
melampirkan Daftar Cabang Utama Perusahaan.
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h) Surat Setoran Pajak lembar ke-3 PPh Pasal 26 Ayat (4)
Semua Wajib Pajak BUT (selain perusahaan pelayaran atau
penerbangan asing dan perwakilan dagang asing), kecuali
apabila pajak tidak terutang. Dalam hal Wajib Pajak melakukan
pembayaran dengan media e-payment melalui bank-bank
persepsi tertentu yang telah ditunjuk oleh DJP, lampirkan bukti
pembayaran pajak yang sah sebagai pengganti SSP lembar ke-
3.
i) Perhitungan PPh pasal 26 Ayat (4)
Semua Wajib Pajak BUT (meskipun pajak tidak terutang),
wajib melampirkan perhitungan PPh pasal 26 Ayat (4).
j) Kredit Pajak Luar Negeri
Kredit Pajak Luar Negeri wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak
yang mempunyai penghasilan dari luar negeri dan telah dikenai
pajak oleh pihak luar negeri.
k) Surat Kuasa Khusus
Jika pengisan SPT dilakukan oleh pihak lain yang berkompeten
Wajib Pajak diharuskan melampirkan Surat Kuasa Khusus.
l) Lampiran-lampiran lainnya
Lampiran lain yang harus disertakan yaitu:
(1) Daftar piutang yang tidak dapat ditagih, wajib dilampirkan
oleh Wajib Pajak yang melakukan penghapusan piutang
yang nyata-nyata tidak dapat ditagih,
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(2) Daftar debitur yang kreditnya digolongkan kurang lancar,
diragukan, dan macet wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak
Bank yang melaporkan penghasilan berupa bunga kredit
non-performing secara cash basis,
(3) Khusus untuk Contractor Production Sharing (Migas)
wajib melampirkan Financial Quarterly Report untuk
periode terakhir tahun yang bersangkutan,
(4) Lampiran-lampiran lainnya berupa pendukung atau untuk
menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan yang
dibuat sendiri oleh Wajib Pajak,
(5) Daftar Nominatif atas pengeluaran biaya promosi, wajib
dilampirkan oleh Wajib Pajak yang mengeluarkan biaya
promosi,
(6) Komponen Laporan Keuangan usaha berbasis syariah yang
meliputi Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat serta
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, wajib
dilampirkan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya
berbasis syariah.
Lampiran-lampiran yang harus disertakan telah diuraikan
di atas, baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan.
Dalam pelaporan SPT Tahunan lampiran harus disertakan secara
lengkap, jika tidak lengkap maka SPT dianggap tidak disampaikan.
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5) Memberi tanggal sesuai dengan tanggal pelaporan,
Setelah melengkapi lampiran yang harus disertakan, langkah
selanjutnya yaitu memberi tanggal pelaporan. Tanggal pelaporan SPT
Tahunan harus dicantumkan dengan benar agar dapat diketahui waktu
penyampaian SPT Tahunan tersebut. Pemberian tanggal dapat
dilakukan pengisian oleh Wajib Pajak, maupun oleh petugas pajak.
6) Menandatangani SPT Tahunan
SPT Tahunan yang dilaporkan ditandatangani oleh Wajib Pajak SPT
sedangkan untuk Wajib Pajak Badan harus ditandatangani oleh
pengurus atau direksi. Jika diwakilkan oleh pihak lain maka harus
orang yang diberi kuasa untuk menandatangani.
7) Menyampaikan SPT Tahunan dengan lengkap beserta dokumen lain
yang wajib dilampirkan. Penyampaian SPT Tahunan ini dapat
dilakukan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat,
8) Meminta Tanda Terima yang telah diberi tanggal pelaporan dari
petugas pajak sebagai bukti telah melaporkan pajak yang terutang.
Dalam hal pelaporan SPT Tahunan, Wajib Pajak yang memerlukan
kelonggaran batas waktu dengan cara dapat melakukan
memperpanjang jangka waktu SPT dengan menyampaikan surat
pemberitahuan tertulis. (Syafrianto, 2011 yang dikutip dari
http://syafrianto.blogspot.com/2011/04/perpanjangan-jangka-waktu-
penyampaian.html). Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan prosedur
sebagai berikut:
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a) Wajib Pajak mengajukan permohonan perpanjangan waktu
pelaporan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum
batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir,
b) Melampirkan perhitungan sementara pajak yang terutang, SSP
sebagai bukti pelunasan dan Laporan Keuangan sementara,
c) Wajib Pajak menandatangani SPT Pemberitahuan atau
diwakilkan kepada Kuasa Wajib Pajak dengan Surat Kuasa
Khusus,
d) Wajib Pajak menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada
petugas pajak.
Selain itu terdapat hal-hal yang dapat dilakukan Wajib Pajak dalam
hal pembetulan SPT Tahunan Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat
membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan
pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum
melakukan tindakan pemeriksaan. Hal ini menyebabkan utang pajak
menjadi lebih besar, yang dikenai sanksi administrasi berupa bunga.
Apabila pembetulan SPT Tahunan dilakukan setelah dilakukan
pemeriksaan, dengan syarat Dirjen Pajak belum menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak. Dalam hal ini Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri
dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran
pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya.
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Prosedur yang dilakukan dalam penerimaan SPT Tahunan
pembetulan yaitu:
1) Petugas penerima SPT mengarahkan Wajib Pajak kepada
Account Representatif,
2) Selanjutnya Account Representatif akan melakukan penelitian
syarat penyampaian SPT Pembetulan,
3) Meneliti syarat kelengkapan SPT
Dalam hal ini ada dua kemungkinan, SPT Pembetulan telah
lengkap dan SPT pembetulan Tidak Lengkap. Apabila SPT
Pembetulan telah lengkap, prosedur yang dilakukan yaitu:
a) Account Representatif membubuhkan stempel lengkap
pada pojok kiri atas SPT Tahunan,
b) Meneliti syarat kelengkapan SPT
c) Mengarahkan kembali WP kepada petugas penerima
SPT untuk dibuatkan Tanda Terima SPT Tahunan.
Apabila SPT Pembetulan tidak lengkap dan/atau tidak
memenuhi syarat penyampaian SPT Pembetulan, prosedur
yang dilakukan yaitu:
a) Account Representatif membuat lembar penelitian
SPT,
b) Membubuhkan stempel kantor dan tanggal
penelitian SPT pada lembar tersebut,
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c) Memberikan lembar tersebut kepada Wajib Pajak
bersamaan dengan pengembalian SPT kepada WP.
b. Tata Cara Pengelolaan SPT Tahunan pada KPP Pratama Sleman Tahun
2007-2011
Setelah Wajib Pajak melaporkan pajaknya yang terutang dengan
SPT Tahunan, maka selanjutnya SPT Tahunan tersebut dikelola oleh
petugas pajak yang berwenang yang dirinci sebagai berikut:
1) Menerima SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak
Kegiatan menerima SPT Tahunan ini dilakukan oleh Petugas Penerima
SPT, langkah-langkah yang dilakukan yaitu:
a) Melayani Wajib Pajak saat pengambilan dan pengisian SPT
Tahunan apabila Wajib Pajak melakukan pelaporan di TPT (Tempat
Pelayanan Terpadu) secara langsung.
b) Menerima SPT Tahunan yang telah diisi oleh Wajib Pajak.
c) Membuka amplop SPT Tahunan atau kemasan, jika SPT
disampaikan dalam amplop atau kemasan.
d) Memastikan lembar perubahan data telah dilampirkan pada SPT,
jika Wajib Pajak mengalami perubahan data.
e) Meneliti kebenaran, kelengkapan dan kejelasan SPT Tahunan yang
diterima dari Wajib Pajak, apabila belum lengkap diserahkan
kembali kepada Wajib Pajak.
92
f) SPT yang lengkap diberi stempel “LENGKAP” pada pojok kiri
atas.
g) Membuat Tanda Terima untuk SPT Tahunan yang benar dan
lengkap yang telah diterima yang memiliki 2 tembusan. Tanda
Terima terdiri dari 3 lembar yaitu:
1) Lembar 1 berwarna putih.
2) Lembar 2 berwarna merah.
3) Lembar 3 berwarna kuning.
h) Memberi tanggal penerimaan dan menandatangani Tanda Terima
tersebut.
i) Mendistribusikan dokumen Tanda Terima:
(1) Lembar 1 berwarna putih diberikan kepada Wajib Pajak.
(2) Lembar 2 berwarna merah disatukan dengan SPT Tahunan yang
dilaporkan oleh Wajib Pajak.
(3) Lembar 3 berwarna kuning diarsip.
j) SPT Tahunan yang telah disatukan dengan Tanda Terima diarsip
sementara dan dipisahkan antara SPT Sendiri (Wilayah Sleman) dan
SPT Luar Sleman.
k) Apabila SPT Tahunan yang diserahkan Wajib Pajak Tidak Lengkap,
prosedur yang dilakukan oleh Petugas Penerima SPT yaitu:
(1) membuat lembar Penelitian SPT.
(2) membubuhkan stempel kantor dan tanggal penelitian SPT pada
lembar tersebut.
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(3) memberikan lembar penelitian dan SPT Tahunan yang
dikembalikan kepada Wajib Pajak.
l) Apabila SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak
merupakan SPT Pembetulan maka prosedur yang harus dilakukan
Petugas Penerima SPT yaitu:
(1) Menerima SPT Tahunan pembetulan dari Wajib Pajak.
(2) Mengarahkan kepada Account Representatif.
(3) Setelah Account Representatif melakukan penelitian dan SPT
Tahunan tersebut telah lengkap maka dibubuhkan stempel
“LENGKAP” pada SPT tersebut, kemudian Account
Representatif menyerahkan kembali kepada Petugas Penerima
SPT untuk dibuatkan Tanda Terima SPT.
(4) Apabila SPT Tahunan Pembetulan tidak lengkap dan/atau tidak
memenuhi syarat penyampaian SPT Pembetulan, maka
prosedur yang harus dilakukan oleh Account Representatif
yaitu:
(a) Membuat Lembar Penelitian SPT Tahunan.
(b) Membubuhkan stempel kantor dan tanggal penelitian SPT
pada lembar tersebut.
(c) Memberikan lembar tersebut kepada Wajib Pajak dengan
SPT yang dikembalikan.
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2) Mengumpulkan SPT Tahunan (Petugas TPT)
Setelah SPT Tahunan diterima dan telah dibuatkan tanda terima serta
diarsip atau dikumpulkan sementara, langkah selanjutnya yaitu:
(a) Menyortir SPT yaitu memisahkan antara SPT Sendiri (Wilayah
Sleman) dan SPT Luar Sleman.
(b) Mengisi lembar Berita Acara.
(c) Membendel dokumen-dokumen yaitu:
(1) Lembar Berita Acara
(2) SPT (Surat Pemberitahuan)
(3) Sisa Tanda Terima
(4) Arsip Tanda Terima
3) Perekaman berita acara
Petugas Pelayanan:
a) Menerima lembar Berita Acara, SPT Tahunan yang telah
dilampiri tanda terima dari Petugas Penerima SPT.
b) Meneliti kesesuaian isi Berita Acara dengan dokumen yang
diterima.
c) Melakukan perekaman Berita Acara dengan aplikasi yang
digunakan.
d) Membubuhkan nomer Berita Acara sesuai dengan nomor yang
ter-generate oleh aplikasi.
e) Memberikan nama dan NIP petugas yang memproses lebih
lanjut SPT Tahunan.
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f) Menandatangani lembar Berita Acara.
4) Melaporkan Berita Acara kepada Kasi Pelayanan (Petugas Pelayanan).
a) Menyerahkan Berita Acara kepada Kasi Pelayanan untuk
dilakukan validasi dengan memberikan tanda tangan.
b) Menerima kembali Berita Acara yang telah ditanda tangani oleh
Kasi Pelayanan.
5) Melakukan perekaman LPAD (Lembar Pengawasan Arus Dokumen)
oleh Petugas TPT.
a) Menerima SPT Tahunan yang telah dibuatkan Berita Acara.
b) Merekam penerimaan SPT Tahunan.
c) Mencetak LPAD.
d) Pada saat merekam LPAD ada beberapa hal yang dapat terjadi yaitu
misalnya SPT Tahunan yang diterima dobel, maka pengelolaannya
sebagai berikut:
1) Mencetak Surat Pembatalan Tanda Terima SPT.
2) Memfotokopi surat tersebut dan SPT kepada Petugas Subbag
Umum untuk dikirimkan kepada Wajib Pajak.
3) Menyimpan fotokopi SPT.
4) Mencetak Register Harian.
5) Menyerahkan SPT Tahunan yang telah direkam dan Register
Harian kepada:
(a) Petugas PDI, untuk direkam detil.
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(b) Petugas Pengemas SPT untuk diproses lebih lanjut di
PPDDP/KPDDP.
6) Melakukan perekaman Detil SPT (Petugas PDI).
a) Menerima Register Harian dan SPT dari Petugas TPT.
b) Merekam detil SPT.
c) Menyerahkan SPT kepada Petugas Pelayanan untuk diarsip.
7) Melakukan Pengawasan (Account Representatif).
a) Menerbitkan Surat Himbauan Pembetulan SPT sesuai SOP-nya.
b) Menerbitkan STP sesuai SOP-nya.
8) Menyimpan SPT Tahunan (Petugas Pelayanan).
a) Menerima SPT yang telah direkam di Petugas Seksi PDI.
b) Menatausahakan SPT sesuai SOP-nya.
c. Kesalahan-Kesalahan yang Terjadi dalam Pelaporan SPT Tahunan pada
KPP Pratama Sleman Tahun 2007-2011
Berdasarkan wawancara dengan petugas pajak yang bertugas
menerima SPT Tahunan, kesalahan yang seringkali terjadi dalam pelaporan
SPT Tahunan yaitu :
1) Kesalahan penulisan NPWP.
2) Kesalahan dalam penulisan dan pengisian data.
3) Kesalahan menghitung dan memperhitungkan pajak.
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Dalam menghitung dan memperhitungkan pajak yang terutang oleh
Wajib Pajak sering terjadi kesalahan. Kesalahan yang seringkali
dilakukan yaitu:
a) Kesalahan pengisian Surat Pemberitahuan yang tidak sesuai
sebenarnya, yaitu:
(1) Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih kecil,
(2) Kerugian berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih
besar,
(3) Jumlah harta menjadi lebih kecil,
(4) Jumlah modal menjadi lebih kecil.
b) Kesalahan pengisian penghasilan Wajib Pajak
c) Kesalahan penghitungan PTKP
d) Kesalahan penggunaan tarif pajak.
4) SPT yang dilaporkan yang tidak lengkap.
5) Kesalahan penyetoran jumlah pajak.
6) Keterlambatan pelaporan SPT Tahunan.
7) Kesalahan lainnya dalam hal SPT Tahunan tidak memenuhi peraturan
dalam tata cara pelaporan SPT Tahunan.
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d. Usaha-Usaha Preventif Kesalahan Pelaporan SPT Tahunan Pada KPP
Pratama Sleman Tahun 2007-2011
Dalam mencegah kesalahan yang terjadi dalam pelaporan SPT
Tahunan, usaha-usaha preventif yang dilakukan baik untuk Wajib Pajak
sendiri maupun bagi petugas pajak yaitu:
1) Sosialisasi kepada Wajib Pajak lama dan Wajib Pajak baru dalam hal
menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya yang terutang.
2) Mendatangi secara langsung perkumpulan-perkumpulan, seperti:
a) Asosiasi Pedagang Emas
b) Asosiasi Kontraktor
c) Ikatan Pengusaha Indonesia
d) Instansi-instansi tertentu.
3) Menyediakan meja konsultasi untuk pengisian pelaporan pajak
Tahunan.
4) Mengadakan Exchange of Knowledge (Transfer Ilmu)
Exchange of Knowledge dilakukan di Kantor Pelayanan
Pajak setiap periode tertentu. Pegawai pajak saling mentransfer
ilmunya, dalam hal ini setiap pegawai mempresentasikan pekerjaan
atau tugas yang dilakukan secara klerikal masing-masing kepada
pegawai lainnya.
5) Diklat atau pelatihan
Diklat atau pelatihan dilakukan di Kantor Pusat. Setiap
pegawai yang mencari informasi adanya diklat yang diselenggarakan
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oleh Kantor Pusat, sehingga pegawai harus aktif dalam mencari
informasi adanya pelatihan tersebut.
e. Usaha-Usaha Korektif Kesalahan Pelaporan SPT Tahunan pada KPP
Pratama Sleman Tahun 2007-2011
Usaha korektif merupakan usaha yang dilakukan apabila telah terjadi
kesalahan, dalam hal ini dilakukan untuk menangani kesalahan yang telah
terjadi. Usaha korektif dilakukan sesuai dengan kesalahan-kesalahan yang
terjadi berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, usaha
korektif yang dilakukan oleh petugas pajak yaitu:
1) Menangani NPWP tidak valid
Dalam menangani kesalahan NPWP tidak valid, usaha yang dilakukan
yaitu:
(a) Melakukan penelusuran untuk menemukan NPWP yang benar
atau valid.
(b) Melakukan perekaman LPAD dengan NPWP valid.
(c) Mencetak LPAD.
(d) Mencetak Surat Pembetulan Tanda Terima SPT.
(e) Menyerahkan Surat Pembetulan kepada Petugas Subbag Umum
untuk dikirimkan kepada Wajib Pajak.
Sedangkan apabila tidak ditemukan NPWP yang valid, prosedur
yang dilakukan yaitu:
a) Melakukan perekaman Tanda Terima SPT Tahunan.
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Data perekaman NPWP tidak valid akan ditampilkan pada
monitoring.
b) Menyimpan SPT.
2) Lampiran tidak lengkap
Apabila terjadi ketidaklengkapan dalam pelaporan dokumen-dokumen
perpajakan, maka prosedur yang dilakukan oleh petugas pajak yaitu:
a) Membuat Lembar Penelitian Surat Pemberitahuan.
b) Membubuhkan stempel kantor dan tanggal penelitian SPT pada
lembar tersebut.
c) Memberikan lembar tersebut kepada Wajib Pajak bersamaan
dengan pengembalian SPT kepada WP.
3) Salah hitung
Dalam hal kesalahan penghitungan pajak yang terutang, maka hal ini
dianggap SPT Wajib Pajak tidak lengkap, sehingga dibutuhkan
pembetulan. Petugas pajak akan mengirimkan Surat Permintaan
Kelengkapan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak untuk dibetulkan.
4) Salah Setor
Apabila terjadi kesalahan penyetoran jumlah pajak yang terutang, maka
harus dilakukan pemindahbukuan oleh Account Representatif.
5) Keterlambatan pelaporan pajak
Wajib Pajak yang terlambat dalam melaporkan pajaknya yang terutang
dengan SPT Tahunan akan dikenakan denda. Bagi Wajib Pajak Orang
Pribadi dikenakan Rp 100.000,00 sedangkan untuk WP Badan dikenai
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sanksi sebesar Rp 1.000.000,00. Hal ini diharapkan dapat membuat
Wajib Pajak dapat melaporkan SPT-nya tepat waktu.
8) Kesalahan lainnya dalam hal SPT Tahunan tidak memenuhi peraturan
dalam tata cara pelaporan SPT Tahunan.
(1) Mencetak surat pemberitahuan SPT Tahunan yang dianggap tidak
disampaikan,
(2) Memfotokopi SPT Tahunan,
(3) Menyerahkan surat tersebut dan SPT Tahunan kepada Petugas
Subbag Umum untuk dikirimkan kepada Wajib Pajak,
(4) Mencetak Daftar Nominatif SPT Tahunan dianggap tidak
disampaikan,
(5) Menyerahkan daftar nominatif tersebut dan fotokopi SPT Tahunan
kepada Petugas Seksi PDI untuk dilakukan pembentukan bank data.
B. Pembahasan Hasil Penelitian
Setelah melakukan penelitian pada KPP (Kantor Pelayanan Pajak)
Pratama Sleman dan menguraikannya pada hasil penelitian, selanjutnya akan
dilakukan pembahasan berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Hal-
hal yang dibahas dalam pembahasan hasil penelitian yaitu:
1. Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama (KPP) Sleman Tahun 2007-2011
Berdasarkan hasil pengumpulan data dan penelitian dalam
wawancara dengan petugas penerima SPT Tahunan, telah banyak Wajib
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Pajak telah melakukan pelaporan dengan baik dan benar. Hal tersebut tidak
lepas dari pengawasan dan pengarahan petugas di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama. Dalam pelaporan SPT Tahunan ini Wajib Pajak akan dilayani
oleh petugas TPT (Tempat Pelayanan Terpadu).
SPT Tahunan terdiri dari dua jenis yaitu SPT Tahunan Wajib Pajak
Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Petugas TPT yang tersedia di KPP
Pratama Sleman dibagi menjadi beberapa bagian yaitu meja untuk
pensiunan dan kolektif, meja untuk Wajib Pajak Badan dan untuk Wajib
Pajak Orang Pribadi.
Pelaporan SPT Tahunan merupakan kegiatan yang wajib dilakukan
oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Walaupun
Wajib Pajak yang terdaftar belum seluruhnya melakukan pelaporan SPT
Tahunan, yang kemungkinan terjadi dikarenakan rendahnya tingkat
kesadaran masyarakat dan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak dalam
melaporkan SPT Tahunan namun jumlah WP yang melapor mengalami
peningkatan selama beberapa tahun.
Dalam hal tata cara pelaporan SPT Tahunan telah dilaksanakan
dengan baik, yang diawali dengan pengambilan SPT Tahunan oleh Wajib
Pajak di KPP atau KP2KP. Kemudian Wajib Pajak mengisi SPT Tahunan
berdasarkan informasi yang diminta dalam SPT Tahunan dan melakukan
penghitungan atas pajaknya yang terutang. Selanjutnya Wajib Pajak
melampirkan dokumen yang dibutuhkan dalam pelaporan SPT Tahunan,
memberi tanggal sesuai dengan tanggal pelaporan, serta menandatangani
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SPT Tahunan atau dapat dikuasakan. Kemudian menyerahkan dokumen-
dokumen tersebut kepada petugas pajak, dan tahap terakhir adalah
menerima Tanda Terima dari petugas pajak, yang menyatakan bahwa
Wajib Pajak telah melaporkan SPT Tahunan.
Dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan, terdapat hal-hal
menyebabkan pelaporan SPT tidak dapat dilakukan secara normal
misalnya, pembetulan SPT Tahunan, adanya perpanjangan jangka waktu
pelaporan SPT Tahunan dan sebagainya. Dalam hal perpanjangan jangka
waktu pelaporan, pada praktiknya sudah dilakukan dengan baik. Walaupun
masih jarang Wajib Pajak yang menggunakan fasilitas perpanjangan
penyampaian SPT Tahunan ini.
Selain itu dalam hal pembetulan SPT Tahunan juga dapat
dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan.
Selanjutnya untuk pembayaran pajak nihil, kurang bayar dan lebih bayar,
dalam hal pelaporan SPT Tahunan untuk SPT Nihil, dan Kurang Bayar
akan dilakukan seperti langkah-langkah tersebut di atas. Sedangkan untuk
SPT Tahunan lebih bayar akan diproses lebih lanjut sesuai prosedur yang
berlaku.
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2. Tata Cara Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama (KPP) Sleman Tahun 2007-2011
Setelah Wajib Pajak menyerahkan dan melaporkan SPT
Tahunannya, maka langkah selanjutnya adalah pengelolaan SPT Tahunan.
Pengelolaan SPT Tahunan ini dilakukan oleh petugas pajak yang terdiri
dari beberapa bagian. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan penelitian
dalam wawancara penelitian, tata cara pelaporan SPT Tahunan untuk
Orang Pribadi dan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman
dinilai sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan
para petugas telah melaksanakannya sesuai dengan tugasnya masing-
masing.
Tata cara ataupun langkah-langkah yang dilakukan dalam
pengelolaan SPT Tahunan diawali dengan proses penerimaan SPT Tahunan
yang disampaikan oleh Wajib Pajak, dalam hal ini petugas melakukan
penelitian terhadap SPT Tahunan yang dilaporkan. Kemudian SPT
dikumpulkan oleh Petugas TPT, perekaman berita acara yang kemudian
diserahkan kepada Kasi Pelayanan oleh petugas pelayanan. Selanjutnya
melakukan perekaman LPAD (Lembar Pengawasan Arus Dokumen) oleh
Petugas TPT dan perekaman Detil SPT oleh Petugas PDI. Berikutnya
Pengawasan terhadap Wajib Pajak sesuai wilayah kerjanya masing-masing
oleh Account Representatif dan terakhir menyimpan SPT Tahunan oleh
Petugas Pelayanan.
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Pengelolaan SPT Tahunan pada KPP Pratama Sleman dilakukan
sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengacu pada Surat Edaran yang
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. SPT Tahunan dilakukan
dengan fasilitas drop box yang semakin memudahkan Wajib Pajak untuk
melaporkan SPT Tahunan. Dalam pelaksanaannya kotak drop box
dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan dan pusat-pusat keramaian seperti
lembaga pendidikan dan sebagainya pada waktu-waktu tertentu. Namun
dengan fasilitas ini, para petugas pajak memiliki beban baru dalam
pengelolaan SPT Tahunan yaitu petugas pajak harus mengelompokkan SPT
yang masuk ke dalam wilayahnya dan mengirimkan SPT yang terdaftar di
wilayah lain ke KPP wilayah tersebut. Petugas pajak harus tetap melakukan
penelitian setelah SPT diterima, meminta kelengkapan apabila SPT belum
lengkap, kemudian melakukan perekaman dan seterusnya.
Petugas pajak harus dapat melakukan pengelolaan SPT Tahunan
dengan efektif dan efisien. Pengelolaan SPT Tahunan harus dilakukan
dengan baik untuk kelancaran administrasi perpajakan, sehingga dapat
tercapai target penerimaan pajak.
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3. Kesalahan-kesalahan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Sleman Tahun 2007-2011
Dalam melaporkan pajak yang terutang, Wajib Pajak seringkali
melakukan kesalahan. Setelah melakukan wawancara dengan petugas pajak
terdapat beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh Wajib Pajak yaitu:
a) Kesalahan penulisan NPWP
Dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan, Wajib Pajak
harus mencantumkan NPWP yang dimiliki sesuai kartu NPWP yang
dimiliki Wajib Pajak tersebut. NPWP ini sangat diperlukan untuk
mengakses data Wajib Pajak dalam aplikasi atau software yang
digunakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menyimpan seluruh
informasi dan data pajak Wajib Pajak. Oleh sebab itu, NPWP
merupakan hal sangat penting dan dibutuhkan ketelitian dalam
penulisannya. Apabila Wajib Pajak melakukan kesalahan dalam
penulisan NPWP, akses untuk membuka data perpajakan yang dimiliki
Wajib Pajak tidak dapat dilakukan.Wajib Pajak diharapkan untuk dapat
lebih seksama dalam melakukan penulisan NPWP ini.
b) Kesalahan dalam penulisan dan pengisian data
Kesalahan yang seringkali dilakukan oleh Wajib Pajak yaitu
kesalahan dalam pengisian data yang meliputi beberapa hal, misalnya
nama, alamat, tahun pajak, tanggal pelaporan dan kesalahan lainnya.
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c) Kesalahan penghitungan pajak,
Selanjutnya dalam menghitung dan memperhitungkan pajak yang
terutang oleh Wajib Pajak sering terjadi kesalahan. Kesalahan yang
seringkali dilakukan yaitu:
(1) Kesalahan pengisian Surat Pemberitahuan yang tidak sesuai
sebenarnya, yaitu:
(a) Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih kecil,
(b) Kerugian berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih
besar,
(c) Jumlah harta menjadi lebih kecil,
(d) Jumlah modal menjadi lebih kecil.
(2) Kesalahan pengisian penghasilan Wajib Pajak
Dalam mengisi penghasilan Wajib Pajak terkadang terdapat
kesalahan, entah itu disengaja ataupun tidak. Penghasilan harus
diisi sesuai dengan yang sebenarnya.
(3) Kesalahan penghitungan PTKP
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang digunakan
Wajib Pajak dalam perhitungan pajak yang terutang beberapa kali
mengalami perubahan. Perubahan PTKP yang terjadi dalam
penghitungan pajak tidak diimbangi dengan pengetahuan Wajib
Pajak. Wajib Pajak terkadang kurang memiliki informasi mengenai
perubahan PTKP tersebut, sehingga seringkali mengalami
kesalahan penghitungan pajak yang terutang.
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(4) Kesalahan penggunaan tarif pajak
Selain PTKP, tarif pajak juga mengalami perubahan selama
beberapa kali. Hal tersebut menyebabkan WP yang tidak
mengetahui adanya perubahan tarif tersebut, menggunakan tarif
pajak yang lama.
4) SPT yang dilaporkan tidak lengkap
SPT Tahunan yang dilaporkan dianggap tidak lengkap apabila:
a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nama Wajib Pajak tidak
dicantumkan dalam SPT Induk dengan benar, lengkap dan jelas;
b) SPT Induk tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
c) SPT Induk ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak tetapi tidak
dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus atau SPT Tahunan PPh Orang
Pribadi ditandatangani oleh ahli waris tetapi tidak dilampiri dengan
Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang;
d) Terdapat elemen SPT Induk yang diisi tidak lengkap;
e) SPT Tahunan Kurang Bayar tetapi tidak dilampiri dengan bukti
pelunasan berupa SSP yang sesuai;
f) SPT Tahunan tidak atau kurang disertai dengan lampiran pada
Formulir;
g) SPT Tahunan tidak atau kurang disertai dengan Lampiran Keterangan
dan/atau Dokumen yang disyaratkan;
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h) Lampiran "Daftar Harta dan Kewajiban pada Akhir Tahun dan Daftar
Susunan Anggota Keluarga" dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap;
i) Lampiran "Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Daftar
Susunan Pengurus dan Komisaris" dalam SPT Tahunan PPh Badan
dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap;
j) Terdapat Lampiran Khusus sebagaimana ditetapkan pada Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini yang diisi tidak lengkap.
5) Kesalahan penyetoran jumlah pajak
Dalam hal penyetoran pajak WP terkadang melakukan kesalahan
dalam penghitungan pajaknya, sehingga jumlah uang yang disetor juga
tidak sesuai dengan pajak yang seharusnya dibayar. Apabila uang sudah
disetor ke Bank atau lembaga lain yang telah ditunjuk, maka uang tidak
dapat dikembalikan.
6) Keterlambatan pelaporan SPT
Selain melakukan penghitungan dan penyetoran pajaknya, WP juga
harus melakukan pelaporan SPT Tahunan dalam batas waktu yang telah
ditetapkan. Jika Wajib Pajak bermaksud ingin melakukan perpanjangan
jangka waktu pelaporan, hal tersebut dapat dilakukan untuk menunda
sementara waktu pelaporan pajak. Namun, terkadang WP enggan untuk
melakukan tersebut, yang menyebabkan SPT Tahunan disampaikan di luar
batas waktu penyampaian sehingga WP dapat dikenai sanksi denda.
Bahkan terdapat WP yang tidak melaporkan SPT Tahunannya.
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7) Kesalahan lainnya dalam hal SPT Tahunan tidak memenuhi peraturan
dalam tata cara pelaporan SPT Tahunan
4. Usaha-Usaha Preventif Kesalahan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Sleman Tahun 2007-2011
Dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak
seringkali melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu usaha yang
dilakukan untuk mencegah timbulnya kesalahan-kesalahan tersebut.
Berdasarkan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelaporan SPT Tahunan,
terdapat beberapa usaha preventif yang harus dilakukan yaitu:
a. Kesalahan penulisan NPWP.
Sosialisasi sangat penting dilakukan untuk menangani kesalahan
ini, sebelum terjadi kesalahan. Petugas pajak harus mengingatkan akibat
dari kesalahan penulisan NPWP yang menyebabkan adanya NPWP tidak
valid dalam pengentrian data dalam database perpajakan.
Kesalahan penulisan NPWP merupakan kesalahan yang sering
terjadi dalam pelaporan SPT Tahunan, karena NPWP inilah yang menjadi
cara untuk mengakses data yang dimiliki Wajib Pajak dalam database
pajak milik Wajib Pajak sendiri di KPP Pratama Sleman. Selain itu
petugas pajak juga dapat melakukan penelitian kembali, pada saat
pelaporan SPT Tahunan. Apabila terdapat kesalahan penulisan NPWP
petugas pajak harus menanyakan kembali kepada Wajib Pajak sebelum
SPT Tahunan masuk dalam proses pengelolaan pajak.
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b. Kesalahan dalam penulisan dan pengisian data.
Sosialisasi juga diperlukan untuk penanganan kesalahan ini, bahwa
kesadaran Wajib Pajak dalam mengisi SPT Tahunan dengan benar sangat
dibutuhkan. Hal tersebut demi berjalannya administrasi perpajakan yang
efektif dan efisien.
c. Kesalahan penghitungan pajak.
Kesalahan penghitungan pajak ini juga sering terjadi dalam
pelaporan SPT Tahunan, hal yang biasa terjadi yaitu pengisian SPT yang
tidak sesuai sebenarnya, kesalahan pengisian penghasilan, kesalahan
penghitungan PTKP, kesalahan penggunaan tarif pajak. Pengisian SPT
yang tidak sesuai sebenarnya dan kesalahan pengisian penghasilan biasa
terjadi karena human error yang dilakukan oleh Wajib Pajak, namun bisa
juga terjadi adanya faktor kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
Sedangkan kesalahan dalam memperhitungkan PTKP dan tarif
pajak biasa terjadi karena Wajib Pajak kurang paham terhadap peraturan
yang ada yang terjadi akibat adanya perubahan PTKP dan tarif pajak yang
baru, sehingga sosialisasi sangat dibutuhkan untuk mencegah kesalahan ini.
Sosialisasi ini dilakukan kepada Wajib Pajak lama dan Wajib Pajak baru
dalam hal menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan
pajaknya yang terutang. Selain itu sosialisasi juga dapat dilakukan dengan
mendatangi secara langsung perkumpulan-perkumpulan, seperti: Asosiasi
Pedagang Emas, Asosiasi Kontraktor, Ikatan Pengusaha Indonesia,
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instansi-instansi lainnya. Selain itu KPP Pratama Sleman juga menyediakan
meja konsultasi untuk pengisian pelaporan pajak Tahunan.
d. SPT Tahunan yang dilaporkan tidak lengkap.
Wajib Pajak terkadang masih belum mengetahui kelengkapan yang
harus dipenuhi secara detail mengenai apa saja kelengkapan SPT Tahunan
yang wajib dilaporkan, sehingga dibutuhkan sosialisasi bagi Wajib Pajak.
Dalam hal ini Wajib Pajak harus memastikan kelengkapan SPT Tahunan
yang dilaporkan termasuk lampiran-lampiran yang perlu disertakan saat
pelaporan.
e. Kesalahan penyetoran jumlah pajak.
Apabila Wajib Pajak telah memperhitungkan pajak terutang dan
meyetorkan pajak, dan setelah dilakukan penghitungan kembali terjadi
kesalahan penyetoran baik itu kelebihan maupun kekurangan penyetoran
maka Wajib Pajak harus melakukan pelaporan. Namun untuk mencegah
terjadinya kesalahan penyetoran jumlah pajak, sebaiknya Wajib Pajak
datang kepada petugas pajak untuk melakukan konsultasi sebelum
melakukan penyetoran.
f. Keterlambatan Pelaporan SPT Tahunan.
Pelaporan SPT Tahunan yang melewati batas waktu penyampaian
SPT Tahunan akan menimbulkan sanksi denda bagi Wajib Pajak, hal
tersebut harus disosialisasikan kepada Wajib Pajak agar tidak terjadi
keterlambatan yang mengakibatkan denda yang pada akhirnya akan
merugikan Wajib Pajak sendiri.
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g. Kesalahan lainnya dalam hal SPT Tahunan tidak memenuhi peraturan
dalam tata cara pelaporan SPT Tahunan.
Upaya preventif untuk mencegah adanya kesalahan ini yaitu
diadakannya exchange of knowledge (transfer ilmu) dan diklat bagi petugas
pajak. Exchange of knowledge dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak setiap
periode tertentu. Pegawai pajak saling mentransfer ilmunya, dalam hal ini
setiap pegawai mempresentasikan pekerjaannya masing-masing kepada
pegawai lainnya. Diklat atau pelatihan dilakukan di Kantor Pusat. Setiap
pegawai yang mencari informasi adanya diklat yang diselenggarakan oleh
Kantor Pusat, sehingga pegawai harus aktif dalam mencari informasi
adanya pelatihan tersebut.
Usaha ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan pengetahun,
wawasan serta kemampuan setiap pegawai pajak, sehingga dapat melayani
Wajib Pajak dengan maksimal, dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
5. Usaha-Usaha Korektif Kesalahan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Sleman Tahun 2007-2011
a. Kesalahan penulisan NPWP
Apabila terjadi kesalahan penulisan NPWP, Wajib Pajak dapat
segera mengoreksi kesalahan tersebut menggunakan SPT Pembetulan
sebelum dilakukan pemeriksaan. Sedangkan prosedur petugas pajak apabila
terjadi kesalahan penulisan NPWP, yaitu sebagai berikut:
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1) Apabila NPWP yang ada di SPT tidak valid, prosedur yang harus
dilakukan yaitu:
a) Melakukan penelusuran untuk menemukan NPWP yang valid,
b) Melakukan perekaman LPAD dengan NPWP valid,
c) Mencetak LPAD,
d) Mencetak Surat Pembetulan Tanda Terima SPT,
e) Menyerahkan Surat Pembetulan kepada Petugas Subbag Umum
untuk dikirimkan kepada Wajib Pajak.
2) Sedangkan apabila tidak ditemukan NPWP yang valid, prosedur yang
dilakukan yaitu:
a) Melakukan perekaman Tanda Terima SPT Tahunan,
b) Menyimpan SPT.
b. Kesalahan dalam penulisan dan pengisian data
Dalam menangani kesalahan pengisian SPT Tahunan, akan
dilakukan Pembetulan SPT Tahunan. Pembetulan dapat dilakukan apabila:
1) Wajib Pajak mengakui adanya pengisian data Wajib Pajak yang tidak
sesuai dengan sebenarnya.
2) Adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, dan
ditemukan adanya ketidakbenaran dalam pengisian SPT Tahunan.
3) Adanya kompensasi kerugian fiskal.
4) Adanya kealpaan terkait Pasal 38 KUP.
Pasal 38 KUP mengatur tentang ketentuan pidana alpa yang
menjelaskan beberapa pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak yaitu:
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a) Tidak menyampaikan SPT Tahunan.
b) Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar
atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya
tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara.
c. Kesalahan penghitungan pajak
Dalam hal kesalahan penghitungan, maka SPT dianggap tidak
lengkap. Selanjutnya WP akan diberikan Surat Permintaan Kelengkapan
SPT Tahunan. Kesalahan dalam penghitungan pajak meliputi:
1) Pengisian SPT yang tidak sesuai sebenarnya,
2) Kesalahan pengisian penghasilan,
3) Kesalahan penghitungan PTKP,
4) Kesalahan penggunaan tarif pajak.
d. SPT yang dilaporkan tidak lengkap
Mengirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan kepada
Wajib Pajak yang tidak disertai dengan kelengkapan yang dbutuhkan.
Misalnya adanya dokumen yang belum disertakan sebagai lampiran SPT
Tahunan.
e. Kesalahan penyetoran jumlah pajak
Dalam hal kesalahan penyetoran pajak, prosedur tindak lanjut
dilakukan oleh Account Representatif yaitu dengan cara pemindahbukuan.
Pemindahbukuan ini dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pelaporan
116
telah terjadi kesalahan penyetoran, baik itu terjadi kelebihan penyetoran
maupun kekurangan penyetoran.
f. Keterlambatan Pelaporan SPT Tahunan
Apabila terjadi keterlambatan pelaporan SPT Tahunan, maka
Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan akan dikenakan sanksi administrasi
berupa pengenaan denda. Hal ini dimaksudkan agar Wajib Pajak lebih
sadar adanya batas waktu pembayaran. Wajib Pajak Orang Pribadi akan
dikenakan denda sebesar Rp 100.000,00 dan Badan dikenakan denda
sebesar Rp 1.000.000,00.
g. Kesalahan lainnya dalam hal SPT Tahunan tidak memenuhi peraturan
dalam tata cara pelaporan SPT Tahunan.
Prosedur yang dilakukan apabila terjadi kesalahan tersebut yaitu:
(1) Mencetak surat pemberitahuan SPT Tahunan yang dianggap tidak
disampaikan,
(2) Memfotokopi SPT Tahunan,
(3) Menyerahkan surat tersebut dan SPT Tahunan kepada Petugas Subbag
Umum untuk dikirimkan kepada Wajib Pajak,
(4) Mencetak Daftar Nominatif SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan,
(5) Menyerahkan daftar nominatif tersebut dan fotokopi SPT Tahunan
kepada Petugas Seksi PDI untuk dilakukan pembentukan bank data.
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C. Keterbatasan Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menghadapi beberapa keterbatasan yang
dapat mempengaruhi kondisi dari penelitian yang dilakukan. Adapun
keterbatasan tersebut antara lain:
1. Penelitian dilakukan  pada periode batas waktu penyetoran dan pelaporan
pajak, sehingga situasi dalam melakukan wawancara kurang kondusif
karena pada saat tersebut pegawai pajak sibuk untuk melakukan pelayanan
pada Wajib Pajak yang melaporkan pajaknya.
2. Penelitian dapat dilakukan hanya dalam lingkup yang sempit, karena
penggunaan sampel pada penelitian ini relatif sedikit, yaitu 10 sampel
yang dilakukan pada sebagian pegawai terkait di KPP Pratama Sleman.
3. Data yang diperoleh kurang spesifik pada masalah yang dibahas, dalam
hal ini penelitian yang dilakukan hanya pada data yang bersifat umum.
Misalnya terdapat pembahasan dalam penelitian ini tentang SPT Tahunan
yang tidak lengkap, pembahasan hanya dilakukan pada deskripsi SPT
Tahunan tidak lengkap namun tidak spesifik misalnya data jumlah SPT
Tahunan tidak lengkap.
4. Penelitian dilakukan hanya terbatas pada data pada tahun 2007-2011,
karena administrasi pajak pada tahun terbaru yaitu tahun 2012 belum
selesai.
5. Penelitian ini merupakan penelitian yang baru, sehingga memiliki
keterbatasan  acuan penelitian terdahulu.
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Hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas untuk
selanjutnya ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan yang dapat
diambil yaitu:
1. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan pada KPP Pratama Sleman Tahun
2007-2011
SPT Tahunan telah dilaksanakan dengan baik, dan mengikuti
peraturan yang berlaku. Berikut ini tata cara pelaporan SPT Tahunan yang
dilaksanakan di KPP Pratama Sleman, sebagai berikut:
a. Wajib Pajak mengambil formulir SPT Tahunan di KPP,
b. Wajib Pajak melakukan penghitungan atas pajaknya yang terutang,
c. Wajib Pajak mengisi SPT Tahunan berdasarkan informasi yang
diminta dalam formulir SPT Tahunan tersebut dengan benar, lengkap,
dan jelas,
d. Wajib Pajak melampirkan dokumen yang dibutuhkan dalam pelaporan
SPT Tahunan.
e. Memberi tanggal sesuai dengan tanggal pelaporan,
f. Menandatangani SPT Tahunan
g. Menyampaikan SPT Tahunan dengan lengkap beserta dokumen lain
yang wajib dilampirkan
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h. Meminta Tanda Terima yang telah diberi tanggal pelaporan dari
petugas pajak sebagai bukti telah melaporkan pajak yang terutang.
2. Tata Cara Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Sleman Tahun 2007-2011
a. Menerima SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak
(Petugas TPT)
b. Mengumpulkan SPT Tahunan (Petugas TPT)
c. Melakukan perekaman berita acara (Petugas Pelayanan)
d. Melaporkan Berita Acara kepada Kasi Pelayanan (Petugas Pelayanan)
e. Melakukan perekaman LPAD (Lembar Pengawasan Arus Dokumen)
(Petugas TPT)
f. Melakukan perekaman Detil SPT (Petugas PDI)
g. Melakukan pengawasan (Account Representatif)
h. Menyimpan SPT Tahunan (Petugas Pelayanan)
3. Kesalahan-kesalahan Pelaporan SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama (KPP) Sleman Tahun 2007-2011
a. Kesalahan penulisan NPWP
b. Kesalahan dalam penulisan dan pengisian data
c. Kesalahan penghitungan pajak
Kesalahan dalam penghitungan pajak meliputi:
1) Pengisian SPT yang tidak sesuai sebenarnya,
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2) Kesalahan pengisian penghasilan,
3) Kesalahan penghitungan PTKP,
4) Kesalahan penggunaan tarif pajak.
d. SPT yang dilaporkan tidak lengkap
e. Kesalahan penyetoran jumlah pajak
f. Keterlambatan Pelaporan SPT
g. Kesalahan lainnya dalam hal SPT Tahunan tidak memenuhi peraturan
dalam tata cara pelaporan SPT Tahunan
4. Usaha-usaha Preventif Kesalahan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Sleman Tahun 2007-2011
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, usaha-
usaha preventif kesalahan dalam pelaporan SPT Tahunan dapat
disimpulkan sebagai berikut:
a. Sosialisasi kepada Wajib Pajak lama dan Wajib Pajak baru dalam hal
menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya
yang terutang.
b. Mendatangi secara langsung perkumpulan-perkumpulan, seperti:
1) Asosiasi Pedagang Emas
2) Asosiasi Kontraktor
3) Ikatan Pengusaha Indonesia
4) Instansi-instansi tertentu.
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c. Menyediakan meja konsultasi untuk pengisian pelaporan pajak
Tahunan.
d. Exchange of Knowledge (Transfer Ilmu) antar pegawai pajak.
e. Diklat atau pelatihan bagi pegawai pajak.
5. Usaha-usaha Korektif Kesalahan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Sleman Tahun 2007-2011
Usaha Korektif yang dilakukan berdasarkan kegiatan yang
dilakukan untuk menangani kesalahan-kesalahan yang terjadi, dibagi
menjadi 2 yaitu:
a) Pelaksanaan Prosedur Tindak Lanjut
b) Pengiriman Surat Tindak Lanjut
B. Saran
Setelah menarik kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian dan
pembahasan, maka peneliti memberikan beberapa saran. Saran-saran ini
diharapkan dapat menambah nilai positif. Peneliti memberikan beberapa saran
berdasarkan penelitian ini yaitu:
1. Bagi Penelitian Selanjutnya
a. Penelitian dilakukan pada waktu yang tepat sehingga penelitian dapat
dilakukan pada situasi dan kondisi yang kondusif dan lebih maksimal.
b. Penelitian dilakukan dengan lebih spesifik, teliti dan cermat.
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c. Penelitian selanjutnya terkait dengan penelitian ini diharapkan untuk
memperbanyak sampel dan memperbesar populasi serta memperluas
wilayah penelitian, misalnya penelitian tidak hanya dilakukan pada
satu Kantor Pelayanan Pajak.
d. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menemukan acuan penelitian
terdahulu yang relevan.
2. Bagi KPP Pratama Sleman
a. Mempermudah dalam tata cara pelaporan pajak, misalnya dengan
memperbaiki jaringan internet dalam rangka mencetak lampiran SPT
Tahunan secara online. Selain itu, membut nomer antrian untuk
pensiunan dan kolektif, sehingga pelaporan SPT Tahunan lebih teratur.
b. Pemberian sosialisasi yang meliputi penyuluhan rutin dan sosialisasi
jika ada peraturan baru, tata cara penghitungan dan pelaporan pajak
terutang, tarif pajak yang berlaku dan sanksi atau denda yang berlaku,
c. Pemberian informasi mengenai peraturan pajak yang berlaku secara
detil, dan informasi cara pengisian formulir SPT Tahunan dengan
benar, lengkap dan jujur,
d. Pemberian jasa dan fasilitas yang memadai untuk mendukung
pelaksanaan pelaporan pajak yang nyaman,
e. Peningkatan kompetensi dan pengetahuan dari petugas pajak yaitu:
menguasai pengetahuan pajak dengan baik, menguasai dan mampu
menjelaskan kepada Wajib Pajak seluk-beluk peraturan perpajakan
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pada semua sektor usaha, dan mampu memecahkan masalah WP dalam
bidang pelaporan SPT Tahunan,
f. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi Wajib Pajak, sehingga
timbul kesadaran masyarakat untuk patuh dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan.
g. Meningkatkan pengawasan kepada Wajib Pajak,
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